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BAB 1
PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, sistematika penulisan, serta definisi operasional

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mewajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk
menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat
Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen rencana perangkat daerah untuk
periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah, yang bersifat indikatif.

Renstra-PD  berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
perangkat daerah guna mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.
Disamping itu, Renstra-PD merupakan penuntun dalam mengembangkan
kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur atau
memperbaiki kinerja aparatur, mengembangkan akuntabilitas publik serta
mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan, diselaraskan dengan rencana
pembangunan lainnya (nasional maupun daerah), guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
Oleh karena itu, selain berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun

2019-2024, penyusunan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Daerah



Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 juga mengacu kepada Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS), Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan

Perencanaan dan Litbang Daerah periode Tahun 2014-2019. Renstra ini

merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan,

dengan semaksimal mungkin memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan
antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik
yang sistematis. Selain itu, Renstra ini menjadi dasar evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Daerah selama lima
tahun dan tahunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja-PD).

Dampak dari merebaknya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sejak
bulan Desember tahun 2019 dan di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 dan
telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi,
memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat,
termasuk di Kabupaten Luwu. Pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan
mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut berupa jadwal
pelaksanaan kegiatan diundur, adanya aturan new normal yang harus dipatuhi
dalam lingkungan kerja, pengalihan anggaran untuk kegiatan penanganan
COVID-19 dan beberapa kendala lainnya. Sehingga, target pembangunan dan
kerangka pendanaan yang sebelumnya ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-
2024 mengalami degradasi.

Selanjutnya, setelah RPJMD Kabupaten Luwu yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, terdapat perubahan kebijakan nasional
di bidang perencanaan dan penganggaran maupun kebijakan lain yang
mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi
ancaman Yyang membahayakan perekonomian nasional dan/atau

stabilitas sistem keuangan yang memberikan arah terhadap penanganan




dampak pandemi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang
merupakan pedoman dalam perumusan kerangka pengelolaan keuangan
daerabh;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diaplikasikan dalam
perencanaan dan penganggaran daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah yang harus dipedomani dalam perumusan program
pembangunan daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tahun 2018-2023 yang diikuti dengan perubahan Renstra-PD Badan
Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan yang harus dipedomani oleh Dinas Badan Perencanaan
Pembangunan dan Litbang Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan kedua alasan tersebut, maka dilakukan perubahan terhadap

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu

Tahun 2019-2024 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tetang

Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Selanjutnya, mengingat

bahwa Renstra-PD disusun berdasarkan RPJMD, maka dengan perubahan

RPJMD diikuti dengan perubahan Renstra-PD, sesuai dengan amanat Pasal

342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa perubahan




RPJMD menjadi pedoman Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan, diselaraskan dengan rencana
pembangunan lainnya (nasional maupun daerah), guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan
bahwa tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah berlaku mutatis
mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
Oleh karena itu, selain berpedoman kepada P-RPJMD Kabupaten Luwu Tahun
2019-2024, penyusunan Perubahan Renstra Dinas Badan Perencanaan
Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 juga
mengacu pada Renstra Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra
Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah untuk Tahun
2020. Perubahan Renstra ini merupakan proses berkelanjutan dan sistematis
dari pembuatan keputusan, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan
pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk
usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui
umpan balik yang sistematis. Selain itu, Renstra ini menjadi dasar evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kinerja Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan
Litbang Daerah selama lima tahun dan tahunan melalui pelaksanaan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Penyusunan Perubahan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul, disusun dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Secara sederhana
dapat dikatakan bahwa Perubahan Renstra Dinas Badan Perencanaan
Pembangunan dan Litbang Daerah Tahun 2019-2024 merupakan serangkaian
rencana tindak lanjut dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh
seluruh jajaran Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah

dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.




1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan dan

Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,




10.

11.

12.

13.

14.

15.

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah; (Berita Negara Tahun
2019 Nomor 1114)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-
RPJMD) Kabupaten Luwu 2019-2024;

Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu; dan

Peraturan Bupati Luwu Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tugas dan
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah

Kabupaten Luwu.

1.3. Maksud DanTujuan

a.

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang

Daerah Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan




perundang- undangan dalam rangka penyesuaian arah Kkebijakan dan
pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah
dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dengan RPJMD Tahun 2019- 2024.

b. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan
Litbang Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Menyelaraskan tujuan dan sasaran pelayanan Badan
Perencanaan dan Litbang Daerah dengan visi, misi, tujuan,
sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Luwu sesuai
dengan tugas, fungsi dan kewenangan.

3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja
maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Badan

Perencanaan dan Litbang Daerah di masa mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

+ Bab 1 Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum
penyusunan Renstra-PD, maksud dan tujuan, sistematika
penulisan serta defenisi operasional atas berbagai istilah dalam
perencanaan pembangunan.

+ Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi
Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang

dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan



fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra-PD periode sebelumnya,
dan mengulas tantangan dan peluang yang akan dihadapi dan
dinilai perlu diatasi dalam pengembangan pelayanan Perangkat
Daerah.

Bab 3 Permasalah dan Isu-isu Strategis
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan
Renstra Bappeda Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran
Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai,
indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda & Litbang
Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan
dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan perangkat
daerah.

Bab 6 RencanaProgram dan Kegiatan Serta Pendanaan
Memuat rencana program dan kegiatan beserta penjelasannya,
indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program
dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan, kelompok
penerima manfaat kegiatan serta lokasi kegiatan.

Bab 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Urusan
Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara
langsung menunjukkan kinefa yang akan dicapai dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 Penutup
Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta
kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian

dan evaluasi.




1.1. Defenisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap kata atau

kalimat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah maupun

perangkat daerah, perlu dimuat pengertian kata atau kalimat yang tercantum

dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, antara lain:

1.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan = masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu di Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu
proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi
kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target
secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan
dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang
dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau




10.

11.

12.

13.

14.

15.

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik
bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/
panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai
perioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir
atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat
Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran
strategi.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk
mencapai sasaran RPJMD.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen

arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil
(outcome) suatu program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran  sehubungan dengan penggunaan
sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan
tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak
(impact).

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau
jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan
agar hasil (outcome) dapat terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa
kegiatan dalam satu program.

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) beberapa program.
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BAB i
GAMBARANPELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

Bab ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan
Struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan
Serta tantanan dan peluang pengembangan pelayanan
Perangkat daerah

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 tahun 2016,
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan,
penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Luwu melaksanakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan
daerabh;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan
daerah;

Cc. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerabh;

d. pembinaan  teknis penyelenggaraan  fungsi  penunjang  urusan
pemerintahan bidang perencanaan, penelitan, dan pengembangan
daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi Badan Perencanaan dan Litbang
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Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 terdiri

atas:

1.
2.

Kepala Badan;
Sekretariat, terdiri atas:
a. Subbagian Program;
b. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum;
c. Subbagian Keuangan.
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
terdiri atas:
a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
c. Subbidang Data dan Pelaporan.
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
a. Subbidang Pemerintahan;
b. Subbidang Pembangunan Manusia;
c. Subbidang Sosial Budaya.
Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
a. Subbidang Perekonomian;
b. Subbidang Infrastruktur;
c. Subbidang Kewilayahan.
Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
a. Subbidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
b. Subbidang Penelitian Ekonomi, Sosial, dan Sumber Daya Alam;
c. Subbidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi, dan Pelaporan.
UPTB;
Jabatan Fungsional;
Jabatan Pelaksana.
Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan

Bupati Luwu Nomor 126 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah mempunyai

tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang
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perencanaan pembangunan dan litbang berdasarkan asas desentralisasi,
dekontralisasi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud,
Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerabh;

b. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah

melalui evaluasi, monitoring dan pembinaan;

c. Melaksanakan koordinasi usulan dinas-dinas untuk kelancaran proses

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;

d. Mengkoordinasikan konsep, rencana tata ruang, bekerja sama dengan

Instansi terkait;

e. Melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan pembangunan ke tingkat
atas secara berkala;
f. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan dengan Bupati dan

Bappeda Provinsi;

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun
tertulis, sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan lebih lanjut;

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dengan instansi terkait serta

mensinkronkan pola perencanaan penelitian yang telah ditetapkan;

i. Mengendalikan kegiatan penelitian stastistik dan pelaporan, ekonomi,

sosial budaya, fisik dan prasarana;

] Melaksanakan pengawasan melekat pada bawahannya dengan mengamati
aktifitas yang dilakukan dan mengarahkan kegiatan agar tugas dapat
berjalan dengan baik;

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja yang dicapai
dengan menggunakan format tertentu sebagai bahan pertimbangan atasan
selanjutnya.

2. Sekretariat
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Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis admisnistratif
kepada Kepala Badan dan seluruh satuan kerja di lingkup Badan yang
meliputi kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum,
kepegawaian dan hukum. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris
menyelenggarakan fungsi :

. perumusan penyusunan program kegiatan Perencanaan Pembangunan dan

Litbang Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

. pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam

kegiatan bawahan;
. pengoreksian, memaraf dan penandatanganan naskah dinas;
. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Litbang Daerah;

. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;
. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah,

penelitian dan pengembangan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Dan Litbang Daerah;

. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
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m. pengoordinasian, pemantauan, pengevaluasian, pengendalian dan penilaian

atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja

pengadaan barang/jasa milik negara;

n. penilaian prestasi kerja bawahannya dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier

0. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

Sekretaris membawahi 3 Subbagian yaitu:

a. Kepala Subbagian Program, mempunyai tugas pokok dalam mengumpulkan

bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi,

serta penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala

Subbagian Program menyelenggarakan fungsi:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas
dalam  lingkungan  Subbagian = Program  untuk = mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;

penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;
kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan

daerah dan Litbang Daerah;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;
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9) penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerabh;

10) pengoordinasian  penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan
perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;

11) pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerabh;

12) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
penggembangan karier;

13) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan.

. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum, mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam menghimpun, menginventarisir, menganalisa
dan menyusun produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi dinas serta memberikan pelayanan teknis dan
administrasi  dibidang umum, kepegawaian, dan hukum serta
ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Subbagian

Umum, Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan

Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

3) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Subbagian Umum, Hukum, dan Kepegawaian untuk

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4) penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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6) penghimpunan Kkebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

7) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit.

8) penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk

optimalisasi pelaksanaan tugas unit.

9) pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk

kelancaran tugas unit.

10)penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian.

11)pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk

tertibnya administrasi kepegawaian.

12)pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun

tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.

13)pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian

melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.

14)penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan

evaluasi.

15)penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier

16)pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran

tugas kedinasan.

Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok menghimpun bahan
dan megelolah administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran,
penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dalam
melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Subbagian Keuangan

menyelenggarakan fungsi:
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1) penyusunan rencana kegiatan subbagian keuangan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

2) pendistribusian  tugas-tugas tertentu dan pemberian  petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk mengetahui tugas-tugas

yang telah dan belum dilaksanakan;

3) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum

dilaksanakan;

4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas untuk

menghindari kesalahan;
5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya,

6) penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan

sebagai dasar pelaksanaan tugas.

7) pengajuan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif

untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran.

8) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan

juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan.

9) pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun
tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.

10) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub Bagian

melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat.

11) penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan

evaluasi.

12) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier;

13) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.



3. Bid

ang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembagunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan serta

fasi

litasi dan penerapan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala

Bid

ang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi :

a.

penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari

kesalahan;

kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
penyusunan kebijakan teknis bidang;

penyelenggaraan program/kegiatan bidang;

pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/

kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang;
penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai

tugas dan fungsinya;

pelaksanaan analisa dan megkaji perencanaan dan pendanaan

pembangunan daerah;

pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;




m.

pelaksanaan pengumpulan dan analisasi data dan informasi

pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerabh;

pengintegrasian dan mengharmonisasikan program-program

pembangunan di daerabh;

perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi

dan informasi pembangunan daerah;

pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan

perencanaan dan penganggaran di daerah;

pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan
daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil

rencana pembangunan daerah;

pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak
lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan
kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan

data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik
sebagai bahan dokumentasi;

penyusunan evaluasi dan melaporkan program dan kegiatan

pembangunan daerah;

pengelolaan hasil evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program

pembangunan daerah;

penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier;

pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
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Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembagunan

Daerah membawahi 3 Subbidang yaitu:

a.

Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan, mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan pelaporan kegiatan Subbidang Perencanaan dan
Pendanaan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Subbidang

Perencanaan dan Pendanaan, menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana Kkegiatan SubBidang Perencanaan dan

Pendanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas

berjalan lancar;

3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk
menghindari kesalahan;

5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6) pengkajian, menganalisis, dan merumuskan kerangka ekonomi
makro daerah (perencanaan ekonomi dan dan indikator ekonomi)

melalui pendekatan holistik integratif;

7) pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan
pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan

penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;

8) pengoordinasian dan mengsinkronisasikan analisis perencanaan dan
pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga

kebijakan keuangan daerah; dan

9) pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah.
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10)pengkajian, menganalisis, dan merumuskan kebijakan kewilayahan

dan konektivitas daerah;

11) pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan
pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan
perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk

kewilayahan dan konektivitas;
12)pengkajian, mengoordinasikan dan merumuskan RTRW daerabh;

13) pengoordinasian  kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam
penentuan lokasi prioritas di daerah.

14) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier;
15) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala SubBidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan pelaporan kegiatan subbidang pengendalian dan evaluasi. Dalam
melaksanakan tugas dimaksud, Kepala SubBidang Pengendalian dan

Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana kegiatan subbidang pengendalian dan evaluasi

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas

berjalan lancar;

3) pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas

dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan;

5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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6) penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan

daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7) penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi,
pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian,
perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil

rencana pembangunan Daerah;

8) pengoordinasian evaluasi, mengendalikan dan melaporkan atas

capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerabh;

9) pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak
lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan

kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerabh;

10) pelaksanaan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerabh;

11)pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan
secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi

bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;

12)penghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai
program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;

13)pembuatan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan

pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
14)penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerabh;

15)penindaklanjutan laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai
bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan

provinsi;

16)pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
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17)pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang

melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

18)pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan evaluasi;

19) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan Kkarier;
20) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala SubBidang Data dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan pelaporan kegiatan subbidang data dan pelaporan. Dalam
melaksanakan tugas dimaksud, Kepala SubBidang Data dan Pelaporan

menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang data dan pelaporan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas

berjalan lancar;

3) pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas

dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan;
5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6) pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei

untuk mengetahui perkembangannya.

7) pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai

bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.

8) pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerabh;
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4. Bid

9) penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program

pembangunan daerah.

10) penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan

sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait.

11) penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai
bahan informasi.

12)pelaksanaan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui

bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi.

13)pengoordinasian  pendataan dan pelaporan atas capaian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

14)penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara

periodik sebagai bahan evaluasi.

15) pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.

16) pengoordinasian pelaksanaan tugas Kepala sub bidang melalui

rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat.

17) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan evaluasi.

18) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;

19)pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.

ang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia mempunyai

tugas melaksanakan perencanaan pembangunan, serta fasilitasi dan

penerapan di Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia. Dalam

mel

aksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan dan

Pengembangan Manusia menyelenggarakan fungsi :
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. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan  dan

Pengembangan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari

kesalahan;

. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
penyusunan kebijakan teknis bidang;

. penyelenggaraan program/ kegiatan bidang;

. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

program/kegiatan Kepala SubBidang dalam lingkup bidang:
penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai

tugas dan fungsinya;

. pengoordinasian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

pengoordinasian Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerabh;

. pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;

. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD dan RKPD;

. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat

Daerah Provinsi;
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pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L

di Provinsi dan Kab/Kota;

pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas

Nasional;

pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar

Daerah;

pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah Provinsi;

pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah (Bappeda) Kab/Kota;

penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan Karier;

pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia membawahi 3

Subbidang yaitu:

a.

Kepala SubBidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
pelaporan kegiatan SubBidang Pemerintahan. Dalam melaksanakan
tugas dimaksud, Kepala SubBidang Pemerintahan menyelengarakan

fungsi:

1) penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya;

3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan;
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5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6) pelaksanaan penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD);

7) analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

8) perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

9) perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD;

10) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD);

11) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Provinsi;

12) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;

13) perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

14) perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat
Daerah;

15) perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas

Nasional;

16) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar

Daerah di bidang Pembangunan;

17) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;

18) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
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b.

Kepala Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan pelaporan kegiatan SubBidang Pembangunan Manusia. Dalam
melaksanakan tugas dimaksud, Kepala SubBidang Pembangunan

Manusia menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang Pembangunan Manusia

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas

berjalan lancar;

3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan;
5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6) perancangan penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD);

7) analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

8) perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

9) perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD;

10)perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD);

11) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Provinsi;
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12) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah (Baperlitbang) Kab/Kota;

13) perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

14) perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat

Daerah;

15) perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas

Nasional;

16) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar
Daerah di bidang Pembangunan

17)menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan Kkarier;
18)pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
pelaporan kegiatan SubBidang Sosial Budaya. Dalam melaksanakan
tugas dimaksud, Kepala SubBidang Sosial Budaya menyelenggarakan

fungsi:

1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang Sosial Budaya sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas

berjalan lancar;

3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan;

5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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6) pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi;

7) pengevaluasian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi
aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan

pariwisata

8) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan Kkarier;
9) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
5. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan
mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perencanaan
pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Perekonomian,
SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud,
Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur

Dan Kewilayahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

C. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari

kesalahan;
e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. penyusunan kebijakan teknis bidang;

g. penyelenggaraan program/kegiatan bidang;
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pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian, pengawasan program/

kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang;
penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;

pengoordinasian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPIJMD dan RKPD);

pengoordinasian Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah;

pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPIJMD dan RKPD;

. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD, RPJMD dan RKPD;

pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat

Daerah;

pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L

di Provinsi dan Kab/Kota;

pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas
Nasional;

pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama
pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah (Baperlitbang) Kab/Kota;

pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui

rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.

pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan evaluasi.

penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;
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V.

pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan

membawahi 3 Subbidang yaitu:

a.

Kepala Subbidang Perekonomian mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
pelaporan kegiatan SubBidang Perekonomian. Dalam melaksanakan
tugas dimaksud, Kepala SubBidang Perekonomian menyelenggarakan

fungsi:

1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang Perekonomian sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas

berjalan lancar;

3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan;
5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6) perancangan Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD);

7) analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

8) perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan
Daerah (RPJPD, RPIJMD dan RKPD);

9) perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD;

10)pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Provinsi;
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11)pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;

12) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD);

13) perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

14)perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat
Daerah Provinsi;

15) perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas

Nasional;

16) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar

Daerah di bidang Pembangunan.

17) pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.

18) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan evaluasi.

19) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan karier;

20) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
pelaporan kegiatan SubBidang Infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas

dimaksud, Kepala SubBidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang InfraStruktur sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) penyusunan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
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3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

4) pemantauan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan;
5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6) perancangan Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD);

7) analisia Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

8) perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan
Daerah (RPJPD, RPIJMD dan RKPD);

9) perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD;

10) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Provinsi;

11) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah (Baperlitbang) Kab/Kota;

12) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD);

13) perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

14) perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat

Daerah Provinsi;

15) perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas
Nasional;
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16) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar

Daerah di bidang Pembangunan.

17) pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.

18) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan evaluasi.

19) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier;
20) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala Subbidang Kewilayahan mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
pelaporan kegiatan SubBidang Kewilayahan. Dalam melaksanakan
tugas dimaksud, Kepala SubBidang Kewilayahan menyelenggarakan
fungsi:

1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang Kewilayahan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas

berjalan lancar;

3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk
menghindari kesalahan;

5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6) perancangan Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah
(RPJPD, RPIJMD dan RKPD);

7) analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerabh;
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8) perancangan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

9) perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD;

10)pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Provinsi;

11)pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah (Baperlitbang) Kab/Kota;

12)perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD);

13)perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

14)perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat

Daerah Provinsi;

15)perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas

Nasional;

16)perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar

Daerah di bidang Pembangunan;

17)pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;

18) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan evaluasi;

19) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier;
20) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
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Kepala Bidang Penelitan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan
di Bidang Penelitan dan Pengembangan. Dalam melaksanakan tugas
dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Penelitan dan Pengembangan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

Cc. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari

kesalahan;
e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. penyusunan kebijakan teknis bidang;
g. penyelenggaraan program/kegiatan bidang;

h. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian, pengawasan program/

kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang;
i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai

tugas dan fungsinya;

k. penyusunan kebijakan teknis penelitan dan pengembangan

pemerintahan daerah;

. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan

pengembangan pemerintahan daerabh;

m. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
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n. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah
daerah;

0. fasilitasi dan melaksanakan inovasi daerabh;

p. pemantauan, mengevaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan penelitian
dan pengembangan di daerah;

g. pengoordinasian dan mengsinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan lingkup pemerintahan daerah;

r. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;

S. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

t.

pengembangan Kkarier;

pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 3 Subbidang

yaitu:

a.

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai
tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang pemerintahan dan
Pengkajian peraturan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala
SubBidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan menyelenggarakan
fungsi:

1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang Pemerintahan dan

Pengkajian Peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas

berjalan lancar;

3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk
menghindari kesalahan;
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5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan
anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan

pengkajian peraturan;

7) penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di

bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;

8) penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang

pemerintahan dan pengkajian peraturan;

9) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitan dan pengembangan di bidang pemerintahan dan

pengkajian peraturan;

10)penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian
dan pengembangan pemerintah daerah di pemerintahan dan
pengkajian peraturan;

11)pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan

pengkajian peraturan;

12)fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing
untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

darabh;
13)pelaksanaan administrasi dan tata usaha,;

14)penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan Kkarier;
15)pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan

Kepala Subbidang Penelittan Ekonomi Sosial dan Sumber Daya Alam,
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Penelitian

Ekonomi Sosial, dan Sumber Daya Alam. Dalam melaksanakan tugas
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dimaksud, Kepala SubBidang Penelitian Ekonomi Sosial dan Sumber

Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan rencana kegiatan Penelitian Ekonomi Sosial, dan

Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas

berjalan lancar;

3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan;
5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6) penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal,
koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan,
dan Badan Usaha Milik Daerabh;

7) penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan penelitan dan pengembangan di bidang
sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek
pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya

mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;

8) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier;
9) pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala SubBidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi dan
Pelaporan, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Kkegiatan
SubBidang Pembangunan Wilayah, Inovasi Dan Pelaporan. Dalam
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melaksanakan tugas dimaksud, Kepala SubBidang Pembanguan

Wilayah, Inovasi, Teknologi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

perencanaan rencana kegiatan SubBidang Pembangunan Wilayah,
Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

pendistribusian  tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas

berjalan lancar;

pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan;
kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
pengembangan wilayah meliputi aspek-aspek pekerjaan umum,
perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan

ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika,

penyiapan bahan penyusunan Kkebijakan teknis, program, dan
anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan
penerapan di bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan

Pelaporan;

penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan
metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah vyang bersifat

inovatif;

penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di

bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;

10)penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di

bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;

11-32




11)penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang Pembangunan

Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;

12)penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapandi

bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;

13)penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian
dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan
penerapan di bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan

Pelaporan;

14)penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil

kelitbangan;
15)pelaksanaan administrasi dan tata usaha,

16)penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan Kkarier;

17)pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Struktur organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Daerah dapat

dilihat pada bagan di bawah ini.
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STRUKTURORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
KABUPATEN LUWU

KEPALA BAPPELITBANGDA

| SEKRETARIS
BAPPELITBANGDA
JABATAN FUNGSIONAL
I I
SUBAGIAN UMUM,
SUBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN SUBAGIAN
PROGRAM HUKUM KEUANGAN
BIDANG PERENCANAAN, BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMI AN, SDA BIDANG PENELITIAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI DAN INFRASTRUKTUR DAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH PFMRANGIINAN MANIISIA KEWILAYAHAN PENGEMBANGAN
SUBBIDANG PERENCANAAN SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG PEMERINTAHAN DAN
DAN PENDANAAN PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN PENGKAJIAN PERATURAN
SUBBIDANG PENGENDALIAN SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG PENELITIAN EKONOMI,
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN MANUSIA INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN SUMBER DAYA ALAM
SUBBIDANG DATA DAN SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
SOSIAL BUDAYA PEMEANGUNAN WILAYAH, INOVASI,
PELAPORAN KEWILAYAHAN TEKNOLOGI DAN PELAPORAN
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1. Sumber daya Aparatur

Sistem pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi
terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance
digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif,
transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien,
profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dalam kaitan tersebut,
peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya
aparatur  harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam
program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur
pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga
menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Perencanaan
Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah sejumlah 72 orang,
terdiri dari 37 Orang PNS dan 35 Orang Tenaga Kontrak. Rincian ASN
sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Komposisi PNS Menurut Golongan
Tahun 2020

Golongan / Jenis Kelamin Total

Ruang Laki-Laki Perempuan
I/a - 1 1
lI/a 6 3 9
/b 2 5 7
ll/c 3 2 5
lv/d 2 2 4
V/a 2 4 6
IV/b 4 - 4
IVic 1 - 1
Tenaga Kontrak 12 23 35
Jumlah 32 40 72

Sumber : Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa aparatur PNS Badan

Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah terdiri dari 20 orang laki-laki dan
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17 orang perempuan. PNS tersebut terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon I, 5
(lima) orang Pejabat Eselon lll, dan 10 (sepuluh) orang Pejabat Eseleon IV dan
sebanyak 22 (dua puluh dua) orang Staf ditambah 1 (satu) orang Fungsional
Perencana Madya. Dengan demikian Badan Perencanaan dan Litbang Daerah
masih kekurangan pejabat Eselon IV dan fungsional perencana yang dibutuhkan

sesuai struktur organisasi yang ada.

Selain PNS vyang telah disebutkan diatas, Badan Perencanaan
Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu juga didukung oleh tenaga
kontrak sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, terdiri dari laki-laki 12 (dua belas)
orang dan perempuan 13 (tiga belas) orang. Masing-masing mempunyai tugas
sebagai Sopir 2 (dua) orang, Caraka 1 (satu) orang, Petugas Kebersihan 2 (dua)
orang, Aspri Kepala Badan 3 (tiga) orang dan Aspri Sekertaris 1 (satu) Orang,
Agendaris 1 (satu) orang, Operator Komputer 13 (tiga belas) Orang, Operator
SIMDA 2 (dua) Orang, Aspri Tenaga Ahli 2 (dua) orang, Operator GIS 1 (satu)
Orang, Operator SIMDA Persediaann 1 (satu) orang, Operator SIMDA
Persencanaan 1 (satu) orang, Staf Administrasi 4 (empat) orang serta Pengelola

Gedung 1 (satu) Orang.

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, sumberdaya aparatur
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun
2020 memiliki tingkat pendidikan yang sudah cukup kompeten untuk
melaksanakan tugas-tugas perencanaan, dimana pendidikan yang sudah
ditamatkan mulai dari S2, S1, D3, SMA dan SD.

Tabel 2.2.

Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2020

Pendidikan JeLnls ke'a”F]'“ Total Persentase (%)
SMA/Sederajat 0 1 1 2,70
S1 14 11 25 67,57
S2 6 5 11 29,73
Jumlah 20 17 37 100,00

Sumber : Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan
didominasi oleh Strata Satu berjumlah 25 orang (67,57%), menyusul Strata Dua
berjumlah 11 orang (29,73%), dan Tingkat SMA berjumlah 1 orang (2,70%).
Tingkat pendidikan ini sudah menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang
dapat diandalkan, namun ditinjau dari keahlian dibidang perencanaan memang
masih membutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang intensif.

Sedangkan tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak didominasi oleh pendidikan
Strata Satu (S1) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Komposisi Tenaga Kontrak

Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2020

Pendidikan Jenis kelamin Total Persoentase
L P (%)
SD 1 1 2,86
SMA/Sederajat 5 4 9 25,71
D3 1 3 4 11,43
S1 5 16 21 60,00
Jumlah 12 23 35 100,00

Sumber : Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020

Berdasarkan tabel komposisi diatas dapat dilihat bahwa dari 35 orang
tenaga kontrak, 21 orang sudah berpendidikan Strata Satu (S1) atau 60,00%,
angka ini menunjukkan lebih dari separuh tenaga kontrak sudah mampu
melaksanakan tugas- tugas kedinasan pada lingkup Badan Perencanaan dan
Litbang Daerah.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Badan Perencanaan dan Litbang
Daerah Kabupaten Luwu harus memperhatikan keterisian jabatan struktural

berdasarkan kebutuhan Struktur Organisasi. Keterisian Jabatan Struktural
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berdasarkan Eselon dan berdasarkan Bidang Penugasan dapat dilihat pada Tabel

berikut.

Tabel 2.4.
Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural, Tahun 2021

Uraian
No. Jabatan — Keterangan
Kebutuhan| Terisi Lowong

Eselon Il 1 1 - Memenuhi
Eselon Ill. 5 5 - Memenuhi

Belum
3 |Eselon V. 15 11 4 memenuhi
4 |staf PNS 20 18 2 Belum
Memenuhi

Fungsional Belum
S Tert%ntu 3 2 1 Memenuhi

Jumlah 44 37 7

Sumber; Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 44
jabatan yang dibutuhkan, baru 37 jabatan yang diisi dengan pejabat defenitif,
sisanya yaitu sejumlah 7 jabatan masih kosong. Hal ini tentu saja mempengaruhi
kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selaku koordinator perencanaan
pembangunan daerah. Keterisian jabatan akan menimbulkan soliditas aparatur
dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diemban organisasi.

Disamping keterisian jabatan, hal lainnya yang mempengaruhi kinerja
organisasi adalah ketersediaan jumlah aparatur pada masing-masing unit kerja
sesuai dengan kebutuhan. Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang

Daerah Kabupaten Luwu berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.5.

Berdasarkan Unit Kerja, Tahun 2020

Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu

) Komposisi
No. Uraian Kebutuhan Keterangan
Eselon lll| Eselon IV | Analis
1 |[Sekretariat 11 1 3 4 Belum .
Memenubhi

> Bidang 11 1 > 4 Belum _
Perencanaan, Memenuhi
Bidang Perekonomian, Belum

3 |SDA, Infrastrktur dan 11 1 2 3 el hi
Kewilayahan. memenuni

4 Bidang Penelitian dan 14 1 1 3 Belum _
Pengembangan Memenubhi
Bidang Pemerintahan

5 |dan Pembangunan 11 1 2 4 MErﬁErTJhi
Manusia

Sumber : .Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan aparatur pada
semua init kerja dilingkungan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten
Luwu belum terpenuhi. Hal ini menyebabkan jam kerja aparatur sering melebihi
waktu yang ditentukan.

Untuk meningkatkan kompetensi dan persyaratan administrasi aparatur
dalam menduduki jabatan, dibutuhkan berbagai pendidikan dan pelatihan, baik

struktural maupun fungsional. Komposisi aparatur Badan Perencanaan dan

Litbang Daerah Kabupaten Luwu berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang
diikuti dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.6.

Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional, Tahun 2020

Diklat yang Telah Diikuti
No.| Uraian Jabatan Keterangan
Jenis Diklat | Tahun
1 |Eseleonll Kepala Badan Diklatpim I 2021
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3/
2 |EselonllL.a Sekretaris Badan Diklatpim 1l 2006
3 |Eselon lil.b. Kabid. Pemerintahan Diklatpim 1l 2006
4 |Eselon lil.b. Kabid. Perencanaan Diklatpim 1l 2011
5 |Eselon lil.b. Kabid. Litbang Diklatpim Il 2009
Kabid. Perekonomian, SDA, . :
7 |Eselon lll.b. Infrastruktur & Kewilayahan Diklatpim 1l 2021
Eselon IV.a Kasubag. Keuangan Diklatpim Il 2011
9 |Eselon Va Kasubag. Program Diklatpim vV 2016
Kasubag. Umum . : Belum
10 |Eselon IV.a Kepegawaian & Hukum Diklatpim IV - diklatpim IV
11 |Eselon IV.a Kasubid. Pemerintahan Diklatpim IV 2013
Kasubid. Pemerintahan Dan . .
12 |Eselon IV.a Pengkajian Peraturan Diklatpim vV i Kosong
Kasubid. Pengendlian & : .
13 |Eselon IV.a Evaluasi Diklatpim vV 2013
14 |Eselon IV.a Kasubid. Data & Pelaporan Diklatpim IV 2017
Kasubid. Penelitian Ekonomi . :
15 |Eselon IV.a Sosial & SDA Diklatpim IV i} Kosong
16 |Eselon IV.a Kasubid. Perencanaan & Diklatpim vV } Kosong
Pendanaan
17 |Eselon IV.a Kasubid. Infrastruktur Diklatpim vV -

Sumber : .Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020

Eselon

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengisian jabatan Eselon II,

ll.a, Eselon

lll.b dan Eselon IV.a sudah melalui jenjang pendidikan dan

pelatihan sesuai dengan kepangkatannya. Namun demikian, terdapat satu jabatan

pada Eselon IV.a yang belum melalui Diklatpim IV.

Pemerintah Daerah adalah

mengemban

tugas

dan fungsi-fungsi

implementator

pelayanan,

kebijakan

pembangunan

publik yang

dan

pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang
adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik
ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi
pada kepentingan masyarakat, karena pemerintahan yang cerdas hanya bisa

diwujudkan jika didukung oleh sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi.
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Secara umum, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di
Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu belum memenuhi
kebutuhan sesuai dengan beban kerja yang diemban organisasi. Meskipun
sebagian besar aparatur berpendidikan sarjana, namun kapasitas/kompetensinya
masih perlu ditingkatkan melalui latihan dan pendampingan secara berkelanjutan.
Diantara kelemahan aparatur Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten
Luwu antara lain adalah kemampuan membaca dalam arti luas, menganalisis dan
menulis hasil analisis, berpikir tematik, serta mengarahkan perangkat daerah
dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan yang

merupakan tugas utama Badan Perencanaan dan Litbang Daerah.
2.2.2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung
untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara efektif dan
efisien, nyaman dan aman. Berbagai sarana dan prasarana tersebut setiap waktu
diupayakan untuk dipenuhi. Namun demikian, peningkatan kebutuhan organisasi
dan kemampuan keuangan daerah yang tidak mampu mengimbangi peningkatan
kebutuhan tersebut, menjadikan perangkat daerah belum sepenuhnya terpenuhi
kebutuhannya akan sarana dan prasarana, sebagaimana dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.7.
Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2020

Nama Barang Kebutuhan Jl?mlazudrzrrl];ogijl:;k Persenta_lse
Jml| Satuan | Baik i Ketersediaan
Baik Berat
Ac split %2 PK 13| Unit 7 6 3 100,00
Ac split 1 PK 29 | Unit 25 4 4 100,00
Ac split 2 PK 14| Unit 14 100,00
Air Purifler 2 Unit 2 100,00
Arcliric 1 Unit 1 100,00
Brankas 1 Unit 1 100,00
CCTV 19 Unit 19 100,00
Computer dekstop 25 Unit 20 5 6 100,00
Computer laptop 32 Unit 26 6 8 100,00
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Nama Barang Kebutuhan Jl‘JmIaEudrzr; KorI;d|3| - Persenta}se
Jml| Satuan | Baik NG | RUSAK | K atersediaan
Baik Berat

Dispenser 4 Unit 4 100,00
Drone (Pesawat lain2) 1 Unit 1 1 100,00
Exhaust Fan 1 Unit 1 100,00
Filling besi/metal 26 Unit 22 4 1 100,00
Filling kayu 1 Unit 1 100,00
Gedung kantor 3 Unit 2 1 100,00
Gorden 7 Unit 7 100,00
GPS 3 Unit 3 3 1 100,00
Kamera saku 1 Unit 1 3 100,00
Kamera SLR 3 Unit 2 1 100,00
Karpet 2 Unit 2 100,00
Kendaraaan Roda 2 15 Unit 11 2 10 86,67
Kendaraan Roda 4 8 Unit 5 1 75,00
Keyboard 1 Unit 1 100,00
Kipas Angin 3 Unit 2 1 6 100,00
Kursi kerja 85 Unit 60 5 10 76,47
Kursi rapat 246 | Unit 150 96 65 100,00
Kursitamu 5 Unit 3 2 3 100,00
Lampu Taman 1 Paket 1 100,00
Lemari Arsip 5 Unit 5 100,00
Lemari Besi 6 Unit 1 2 50,00
Lemari Es 2 Unit 2 100,00
Lemari Kayu 13 Unit 12 1 6 100,00
Meja kerja 81 Unit 60 9 2 85,19
Meja rapat 49 Unit 44 5 3 100,00
Mesin absensi(Finger Print) 2 Unit 2 100,00
Mesin FAX 2 Unit 1 1 100,00
Mesin Fotocopy 2 Unit 2 1 100,00
Mesin pemotong rumput 2 Unit 1 1 100,00
Mesin penghancur kertas 1 Unit 1 100,00
Mesin Pengisap Debu 2 Unit 1 1 1 100,00
Mesin pompa air 3 Unit 3 100,00
Mesin tik manual 1 Unit 7 -

Printer 38 Unit 25 11 10 94,73
Proyektor dan layar 5 Unit 4 1 100,00
Rak Piring 1 Unit 1 1 100,00
Running text 1 Unit 1 100,00
Scanner 2 Unit 2 100,00
Server 1 Unit 1 100,00
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Nama Barang Kebutuhan Jl.JmIaE dan Ko:zd|5| - Persenta}se
Jml| Satuan | Baik | furang | RUSaK | katarsediaan
Baik Berat

Sofa 2 Unit 2 100,00
Sound system 2 Unit 2 100,00
Stabilizer/stavolt 2 Unit 2 1 100,00
Telepon 16 Unit 9 7 100,00
Televisi 10 Unit 9 1 3 100,00
UPS 1 Unit 1 -
Warleses 1 Unit 1 100,00
APAR 4 Unit 4 100,00
Alat Rumah Tangga Lainnya 1 Set 1 100,00
Rata-rata Ketersediaan Sarana dan Prasarana 97,60

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah, Tahun 2020

Sarana dan Prasarana atau asset yang dimiliki Badan Perencanaan
Pembangunan dan Litbang Daerah berdasarkan tabel diatas terbagi dalam kondisi
yang masih baik artinya dapat difungsikan secara maksimal, asset yang kurang
baik yaitu masih dapat difungsikan tetapi sudah tidak maksimal, sedangkan sarana
dan prasarana yang rusak berat sudah tidak dapat difungsikan lagi dan akan
dilakukan proses penghapusan. Ketersediaan sarana dan prasarana dari segi
jumlah sudah memenuhi kebutuhan dalam membantu kelancaran tugas dan fungsi
Badan Perencanaan dan Litbang Daerah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat ketersediaan sarana
dan prasarana pada Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
sudah cukup baik, yaitu sebesar 97,60%. Di samping itu, juga diketahui sarana
dan prasarana yang merupakan aset Badan Perencanaan dan Litbang Daerah
yang kondisinya rusak berat untuk dilakukan perbaikan atau penghapusan pada
periode Renstra 2019-2024.

Untuk mencapai kinerja yang optimal, tentu didukung dengan sarana
dan prasarana yang maksimal pula. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan
peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung optimalnya

kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Daerah.
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2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah

2.3.1. Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu mempunyai
tugas melaksanakan fungsi  penunjang  urusan  pemerintahan  bidang
perencanaan, penelitan dan pengembangan yang menjadi kewenangan
daerah. Secara umum tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Daerah
Kabupaten Luwu adalah terdiri dari: (1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dan RKPD Perubahan; (2) Penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA); (3) Verifikasi Rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja-
PD); (4) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan di Kabupaten; (5)
Penyusunan RPJMD; (6) Kelitbangan; (7) Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah; dan (8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
Disamping itu juga terdapat tugas dan fungsi seperti peningkatan kapasitas,
pengadaan dan pemeliharan sarana prasarana, serta tugas kesekretariatan
lainnya.

Penetapan RKPD Kabupaten Luwu dengan Peraturan Kepala Daerah
dilakukan setelah RKPD Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan, sedangkan
penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah kepala daerah dilantik. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Adapun penetapan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan pada tanggal
21 Juni 2021 tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangungana
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu (RPJMD) tahun 2019-2024.
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Tabel 2.8.
Penetapan RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Luwu
Tahun 2016-2020
No Dokumen yang Nomor dan Tanggal Penetapan
Ditetapkan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
1 |rkPD No.54/2016, |  No54/2016, | No.73/2017 | No.79/2018, Tgl NT°'|6112/2J°19’
Tgl. 25 Mei 2016 | Tgl. 25 Mei 2016 | Tgl. 5Juni 2017 | 29 Juni 2018 92019“”'
No.91/2016, | No. 82/2017, No. 254/2018, [ No. 69/2019, gl 5| No. 105/2020, gl
2 |Perubahan RKPD | 1o\ "4 0kt 2016 | Tgl24 Juli 2017 | Tgl28 Mei 2018| Agusius 2019 | 12 Juni 2019
5. [RPIMD Tahun No. 8/2019 Tgl 13
" 12019-2024 Agustus 2019 i

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah, Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007, Badan
Perencanaan dan Litbang Daerah menyusun dan menyampaikan Rancangan
KUA-PPAS kepada DPRD.

Tabel 2.9.
Penyusunan dan Penyampaian LKPJ dan KUA-PPAS
Tahun 2016-2020

No Uraian lakty
2016 2017 2018 2019 2020
Penyusunan dan Juni-Agustus, | Juni-Agustus, | Juni-Agustus, | Juni-Agustus, | Juni-Agustus,
1. Penyampaian KUA-PPAS | 2015 2016 2017 2018 2019

Penyusunan dan
2. | Penyampaian Perubahan
KUA-PPAS

Juli-September,
2016

Juli-September,
2017

Juli-September,
2018

Juli-September,
2019

Juli-September,
2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Badan Perencanaan dan Litbang Daerah
memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di

Musrenbang RKPD Kabupaten dan Musrenbang RPJMD.

Pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Kecamatan,

melaksanakan
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Tabel 2.10.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Musrenbang RPJMD Tahun 2016-2020
N Urai Waktu dan Tempat
° ratan 2016 2017 2018 2019 2020

Musrenbang RKPD Kabupaten

Maret, Belopa

Maret, Belopa

Maret, Belopa

Maret, Belopa

Maret, Belopa

Musrenbang RKPD Kabupaten di

2 Kecamatan:
21-Februari, 05-Februari, 27-Februari, 21-Februari
a. Larompong Larompong Larompong Larompong Larompong
20-Februari, 06-Februari, 25-Februari, 17-Februari
b. Larompong Selatan Bone Pute Bone Pute Bone Pute Bone Pute
_ 23-Februari, 14-Februari, 28-Februari, 24-Februari
c. Suli Suli Suli Suli Suli
_ 22-Februari, 15-Februari, 01-Maret, 20-Februari
d. SuliBarat Lindajang Lindajang Lindajang. Lindajang
) 25-Februari, 21-Februari, 27-Februari, 18-Februari
e. Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo
_ 24-Februari, 22-Februari, 26-Februari, 24-Februari
f.  BajoBarat Bone Lemo Bone Lemo Bone Lemo Bone Lemo
. 20-Februari, 19-Februari, 28-Februari, 20-Februari
g. Latimojong Latimojong Latimojong Latimojong Latimojong
21-Februari, 14-Februari, 27-Februari, 19-Februari
h. Bassesangtempe Beuma Beuma Beuma Beuma
_ 22 dan 23-Februari, 21-Februari, 28-Februari, 25-Februari
I Bassesangtempe Utara Bassesangtempe Utara | Bassesangtempe Utara | Bassesangtempe Utara | Bassesangtempe Utara
) 24-Februari, 19-Februari, 01-Maret, 21-Februari
j. Belopa Belopa Belopa Belopa Belopa

k. BelopaUtara

25-Februari,Pammanu

21-Februari, Pammanu

27-Februari,Pammanu

25-Februari, Pammanu

[.  Kamanre

24-Februari,Kamanre

22-Februari, Kamanre

27-Februari,Kamanre

26-Februari, Kamanre
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\—4
21-Februari, 22-Februari, 26-Februari, 19-Februari
m. Ponrang Ponrang Ponrang Ponrang Ponrang
23-Februari, 26-Februari, 26-Februari, 25-Februari
n. Ponrang Selatan Pattedong Pattedong Pattedong Pttedong
22-Februari, 23-Februari, 28-Februari, 20-Februari
0. Bupon Noling Noling Noling Noling
20-Februari, 27-Februari, 28-Februari, 18-Februari
p. Bua Bua Bua Bua Bua
20-Februari, 27-Februari, 26-Februari, 24-Februari,
q. Walenrang Barat Walenrang Barat Walenrang Barat Walenrang Barat Walenrang Barat
21-Februari, 25-Februari, 25-Februari, 19-Februari
r. Walenrang Utara Walenrang Utara Walenrang Utara Walenrang Utara Walenrang Utara
. 23-Februari, 20-Februari, 26-Februari, 17 Februari
s.  Walenrang Timur Walenrang Timur Walenrang Timur Walenrang Timur Walenrang Timur
24-Februari, 05-Februari, 25-Februari, 18-Februari
t.  Walenrang Walenrang Walenrang Walenrang Walenrang
_ 22-Februari, 15-Februari, 25-Februari, 25-Februari
u. Lamasi Lamasi Lamasi Lamasi Lamasi
_. 25-Februari, 26-Februari, 25-Februari, 26-Februari
v. Lamasi Timur Lamasi Pantai Lamasi Pantai Lamasi Pantai Lamasi Pantai
Senin, 17 Juni 2019,
3 | Musrenbang RPJMD 2019-2024 Belopa
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Badan Perencanaan dan Litbang Daerah melakukan koordinasi dengan
seluruh perangkat daerah untuk pelaksanaan dan penyusunan laporan monitoring,
pengusulan anggaran dan verifikasi Renja terhadap seluruh perangkat daerah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang dibagi berdasarkan Bidang
Koordinasi sebagai berikut:

Tabel 2.11.
Bidang Koordinasi Perangkat Daerah
Tahun 2017-2021

N Koordinasi terhadap PD

° 2017-2019 2020-2021

1 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan (Bidang Pemerintahan dan
Manusia Pembangunan Manusia
Dinas Pemberdayaan Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Dinas Sosial
Masyarakat Desa Masyarakat Desa
Dinas Adm. Dinas Adm.
Kependudukan Dan Kantor Satpol PP |Kependudukan Kantor Satpol PP
Capll Dan Capil
Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans
Dinas Pendidikan & Bappelitbanada Dinas Pendidikan & Bapoelitbanada
Kebudayaan PP 9 Kebudayaan PP 9
Dinas Kesehatan BKPSDM Dinas Kesehatan BKPSDM
Dinas Pp Dan Dinas Pp Dan
Perlindungan Anak Rsud Batara Guru |Perlindungan Anak |Rsud Batara Guru
Dinas Pengendalian Dinas Pengendalian
Penduduk & KB BPBD Penduduk &KB  |o' BP
Dinas Kominfo dan . Dinas Kominfo dan .
Persandian Sekretariat Dewan Persandian Sekretariat Dewan
Dinas Perpustakaan & | seyretariat Daerah |2IN3S Sekretariat Daerah
Kearsipan Perpustakaan &
Dinas Kepemudaan dan Dinas Kepemudaan
Olahraga Inspektorat dan Olahraga Inspektorat
Kecamatan Kecamatan

2 |Bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur Fr’:fc:ggtgrLIJDk?Lkr%na?]mIé?er\lA’/iiD:I”]an
dan Kewilayahan y
Dinas PUPR Dinas Pertanahan [Dinas PUPR Dinas Pertanahan
Dinas Perkim Dinas Pariwisata [Dinas Perkim Dinas Pariwisata
Dinas Perhubungan Dinas Pertanian Dinas Perhubungan |Dinas Pertanian
Dinas Lingkungan Dinas Dinas Lingkungan Dinas
Hidup Perdagangan Hidup Perdagangan
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N
- - Dinas Koperasi, . . Dinas Koperasi,
Dinas Perikanan UKM & Dinas Perikanan UKM &
Perindustrian Perindustrian

Dinas Ketahanan Dinas PM & PTSp |Pinas Ketahanan Dinas PM & PTSP
Pangan Pangan

BPKD Bappenda BPKD Bappenda

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan penyebaran informasi
kepada publik secara luas, sejak tahun 2016 Badan Perencanaan dan Litbang
Daerah telah membangun dan mengembangkan Website Bappeda
(bapperlitbangda.luwukab.go.id) Kabupaten Luwu. Website tersebut di masa
mendatang akan dikembangkan menjadi media centre Badan Perencanaan dan
Litbang Daerah, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dapat dioptimalkan yang diiringi dengan pembangunan dan pengembangan
Electronik Sistem Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP). Disamping
itu, sejak tahun 2018 telah dikembangkan penyusunan/pembuatan Peta Tematik
Berbasis Geospasial untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
daerah. Sebagai langkah selanjutnya, Badan Perencanaan dan Litbang Daerah
akan memperkuat penelitian dan pengkajian dalam rangka meningkatkan kualitas
rumusan kebijakan agar lebih fokus kepada hal-hal yang memiliki daya ungkit
besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik internal Badan
Perencanaan dan Litbang Daerah maupun perangkat daerah dilingkungan
Pemerintahan Kabupaten Luwu, dilaksanakan berbagai bimbingan teknis. Sebagai
persiapan terhadap penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024, pada tahun 2019
dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMD dan Bimtek Tim Gugus
Tugas Luwu Satu Peta bagi pejabat yang menangani perencanaan pembangunan
daerah dari masing-masing perangkat daerah.

Selanjutnya, Badan Perencanaan dan Litbang Daerah setiap tahun
melakukan koordinasi terhadap usulan seluruh perangkat daerah dan evaluasi

pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran dan realisasi pemanfaatan
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DAK di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12.
Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2019-2020
‘ Anggaran Realisasi
A LU o 2020 2019 2020
1. |Reguler 183.783.000,00 [137.455.610,35 [179.572.728,02 132.732.237,9
2. |Penugasan 4.866.606,00 |1.519.396,00 |4.866.605,77  [1.519.396,00
3. |Afirmasi 23.971.150,00 | 20.793.025,43 | 23.944.736,77 | 16.013.639,68

Tingkat capaian kinerja perangkat daerah diukur dengan membandingkan

antara target yang ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Badan
Perencanaan dan Litbang Daerah menggunakan indikator yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan indikator mandiri yang
digunakan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat

pada tabel berikut.
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Tabel 2.13.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat
Daerah

Target
SPM

Target
IKK

Target
IKU

Target Renstra-PD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

)

(10)

(1)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Penghargaan Pemerintah
Daerah

Peringkat

Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPDyang
telah ditetapkan dengan
PERDA

Ada/Tidak
ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

Tersedianya dokumen
Perencanaan : RPJIMD
yang telah ditetapkan
dengan PERDA/PERKADA

Ada/Tidak
ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

Tersedianya dokumen
perencanaan : RKPD yang
telahditetapkandengan
PERKADA

Ada/Tidak
ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

Tersedianya dokumen
RTRW yangtelah
ditetapkan dengan PERDA

Ada/Tidak
ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

Penjabaran konsistensi
program RPJMD kedalam
RKPD

%

100

100

100

100

100

100

100

100%

100%

Penjabaran Konsistensi
Program RKPD kedalam
APBD

%

100

100

100

100

100

100

100

100%

100%

Kesesuaian Rencana
Pembangunandengan
RTRW

%

100

100

100

100

100

100

100

100%

100%
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Indikator Kinerja Target Renstra-PD Tahun ke- | Realisasi Capaian Tahun ke- | Rasio Capaian pada Tahun ke-
No| Sesuai Tugasdan | Target | Target | Target
Fungsi Perangkat SPM IKK IKU 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Daerah
g | Persentaseimplementasi 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100% | 100%
rencana kelitbangan
1p | Persentase pemanfaatan 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100% | 100%
hasilkelitbangan
11 | Penerapan SIDa 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100% | 100%
Persentase perangkat
12 | daerahvangdifasilitasi 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100% | 100%
dalampenerapan inovasi
daerah
Persentase kebijakan
13 | inovasiyang diterapkan 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100% | 100%

didaerah

Sumber: Hasil evaluasi renstra Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kab Luwu Tahun 2019-2024
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Badan
Perencanaan dan Litbang Daerah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.
Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut antara lain:

1. Intervensi kepentingan politik dalam penyusunan target dan anggaran
kegiatan tahunan sehingga masih ditemukan rencana kegiatan yang tidak
dianggarkan maupun kegiatan yang dianggarkan tetapi tidak memiliki dasar
perencanaan.

2. Paradigma perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
belum memperhatikan output yang diperoleh dalam rangka menunjang kinerja
perangkat daerah (perangkat daerah), tetapi masih berorientasi pada jumlah
anggaran dan realisasinya maupun kebutuhan lain yang kurang mendukung
kinerja organisasi, sehingga keluaran maupun hasil yang diperoleh tidak
efektif mendukung kinerja oraganisasi, kurang terukur atau tidak sesuai
dengan tujuan yang diharapkan.

3. Perangkat daerah belum memiliki Renstra yang baik, yang dapat dijadikan
pedoman dalam penyusunan Renja sehingga integrasi perencanaan
pembangunan ditingkat perangkat daerah maupun antarperangkat daerah
tidak terlihat benang merahnya.

4. Adanya perubahan peraturan perundang undangan dibidang perencanaan
maupun penganggaran yang memperlambat proses perumusan sehingga
waktu untuk verifikasi kegiatan menjadi sempit.

5. Kurang optimalnya verifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang
menyebabkan program/kegiatan tidak memiliki indikator yang terukur, kegiatan
tidak berhubungan dengan hasil yang diinginkan program, belanja yang tidak
sesuai dengan kebutuhan, dan lain-lain.

6. Penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor
Nomor 17 Tahun 2016 belum terlaksana sebagaimana mestinya.

7. Tata cara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi belum
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sepenuhnya dilakukan secara optimal yang mengakibatkan:

a. Kualitas dokumen rencana pembangunan daerah maupun rencana
perangkat daerah masih rendah, antara lain diindikasikan dari belum
adanya indikator dan target program maupun kegiatan. Hal ini antara lain
mengakibatkan tidak dapat dihitung kewajaran belanja suatu kegiatan, tidak
dapat diukur kinerja unit kerja maupun organisasi, dan lain-lain.

b. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi masih rendah.

c. Tidak berfungsinya perangkat daerah sebagai “organisasi pembelajaran”
yang akan berdampak pada tumbuhnya kesadaran untuk meningkatkan
kompetensi baik secara pribadi maupun bersama-sama sehingga inovasi
dalam peningkatan kualitas layanan maupun hasil kegiatan menjadi
terhambat dan cenderung melakukan apa yang dilakukan di masa lalu.

d. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan data dan
informasi pembangunan daerah yang valid yang berakibat pada tidak
fokusnya pelaksanaan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan sulitnya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

rencana pembangunan.

2.3.2. Kinerja Pendanaan

Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu periode Tahun
2015-2019 didukung dengan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tugas
dan fungsi, baik berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung sejumlah
Rp40.720.237.322,-, dengan realisasi sampai dengan tahun 2018 sejumlah
Rp32.282.930.062,-. Rincian alokasi maupun realisasi belanja .Badan
Perencanaan dan Litbang Daerah Kab. Luwu tahun 2015 — 2019 dapat diuraikan
sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung
Anggaran belanja tidak langsung Badan Perencanaan dan Litbang Daerah

Kabupaten Luwu dari tahun 2016 s/d 2020 mengalami fluktuasi, dengan rata-
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rata pertumbuhan sebesar (1,87)%. Realisasi belanja tidak langsung selama
periode Tahun 2016 s/d 2020 adalah Rp12.060.044.730,- atau rata-rata
sebesar 98,37% dari pagu anggaran sejumlah Rp12.253.606.500,-. Dengan
demikian terdapat anggaran sejumlah Rp.228.410.982,- yang tidak teralisasi.

Tabel 2.14.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Tahun 2016-2020

Tahun - Rerata
No ST Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Pertumbuhan
Anggaran (%)
1 2016 3.107.042.476 3.012.067.611 96,95
2 2017 2.932.840.385 2.912.888.625 99,32 -5,61
3 2018 3.402.773.552 3.399.509.429 99,90 16,02
4 2019 3.278.624.581 3.243.775.369 98,93 -3,65
5 2020 2.810.950.087 2.735.579.065 97,32 -14,26
Jumlah 15.532.231.081 | 15.303.820.099 98,49 -1,87

Sumber: Diolah dari Perda Realisasi APBD Tahun 2016 s/d 2020

2. Belanja Langsung

Pertumbuhan anggaran belanja langsung Badan Perencanaan dan Litbang
Daerah Kabupaten Luwu dari tahun 2016 s/d 2020 adalah 6,75%. Realisasi

belanja langsung selama periode tersebut adalah Rp.26.545.592.946,- atau

rata-rata sebesar 95,83% dari pagu anggaran sejumlah Rp.27.272.724.659,-.

Dengan demikian terdapat anggaran sejumlah Rp1.092.131.713,- yang tidak

teralisasi.

Tabel 2.15.
Target dan Realisasi Belanja Langsung
.Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kab. Luwu Tahun 2016-2020

Rerata
Tahun . . Pertumbuhan
No
Anggaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Anggaran
(%)
1 2016 4.649.825.000 4.521.500.966 97,25 -
2 2017 7.038.290.000 6.882.329.709 97,78 51,37
3 2018 5.884.626.292 5.797.670.127 98,52 -16,39
4 2019 4.865.000.000 4.467.025.000 92,00 -23,53
5 2020 5.199.983.367 4.877.067.144 95,02 15,56
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Jumlah | 27.272.724.659 | 26.545.592.946 | | 6,75 |

Sumber: Diolah dari Perda Realisasi APBD Tahun 2016 s/d 2020

Kinerja pengelolaan pendanaan sebagaimana terlihat pada tabel di atas sudah
maksimal. Namun demikian perlu lebih diarahkan untuk meningkatkan kompetensi
aparatur  di  bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah, tidak hanya untuk Badan Perencanaan dan

Litbang Daerah tetapi bagi seluruh perangkat daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi utamanya berkaitan dengan
penyusunan dokumen perencanaan, skala daerah dan Kkinerja
pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan
dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu:

Tantangan pengembangan pelayanan Badan Perencanaan
dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut.

1. Adanya paradigma baru dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

2. Rendahnya kompetensi sumber daya manusia yang ada di seluruh
perangkat daerah.

3. Belum tersedianya sistem pengelolaan data yang dapat
menghimpun seluruh  produk  perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara
terintegrasi sehingga data dan informasi mengenai dokumen hasil
kajjan maupun dokumen rencana termasuk substansi dokumen
rencana tidak mudah didapatkan.

4. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen
perencanaan;

5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan
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struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Badan
Perencanaan dan Litbang Daerah;

Sesuai dengan dinamika perencanaan pembangunan daerah
yang semakin penting, dapat diidentifikasi peluang pengembangan
pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
sebagai berikut:

1. Adanya paradigma baru dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan
organisasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan
pemanfaatan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan
pembangunan.

3. Tersedianya peraturan perundangan yang dapat dijadikan
sebagai pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi .Badan Perencanaan dan Litbang Daerah.

4. Kemauan polittk pimpinan daerah untuk mengedepankan
perencanaan sebagai katalisator utama dalam mewujudkan
efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah di Kabupaten Luwu.

Berdasarkan anlisis terhadap dokumen-dokumen perencanaan
maupun dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Resntra
Perangkat Daerah yang berimplikasi terhadap peningkatan pelayanan
perangkat daerah, dapat didentifikasi hal-hal strategis yang akan
dilaksanakan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten

Luwu pada periode 2020-2024 sebagai berikut:
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Tabel 2.16.
Kebijakan Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Tahun 2020-2024

Tahun Pelaksanaan Kebijakan

i ol ey 2020 2021 2022 2023 2024 e
Penyusunan hasil evaluasi . . . . .
Minggu Ke-2 Minggu Ke-2 Minggu Ke-2 Minggu Ke-2 Minggu Ke-2 .
K Iahupan atas pelaksanaan Januari Januari Januari Januari Januari Sekretariat
Renja Bappeda
o | Penyusunan hasil evaluasi Minggu Ke-4 Minggu Ke-4 Minggu Ke-4 Minggu Ke-4 Minggu Ke-4 Bidang Perencanaan
" | tahunan pelaksanaan RKPD Februari Februari Februari Februari Februari Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
3 Evaluasi pelaksanaan program Minggu Ke-3 Minggu Ke-3 Minggu Ke-3 Minggu Ke-3 Minggu Ke-3 Bidana PPM
" | Kabupaten Sehat Januari Januari Januari Januari Januari idang
4. gﬂeﬁj{: b}?engarigtapr? Kabupaten di Februari - Maret Februari - Maret Februari - Maret Februari - Maret Februari - Maret Egr?;gndzllei;?]ngggagcaluasi
Pembangunan
Minggu ke-IlI Minggu ke-lll Minggu ke-ll Minggu ke-IlI Minggu ke-lll Sekretariat
5. | Forum Perangkat Daerah Maret Maret Maret Maret Maret e
I . Minggu ke-lll Minggu ke-IlI Minggu ke-lll Minggu ke-lll Minggu ke-IlI Bidang PPM dan
6. | Veriikasi Rancangan Renja PD Maret Maret Maret Maret Maret Bidang Eko-Pisfa
Minggu ke-IV Minggu ke-IV Minggu ke-IV Minggu ke-1V Minggu ke-IV Bidang Perencanaan
7. | Musrenbang RKPD Kabupaten Maret Maret Maret Maret Maret Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
L . . i . . 1 Ani . 1 A . | Anr . ) . Bidang PPM dan
8. | Rapat Koordinasi Bidang Teknis Minggu ke-1 April Minggu ke-1 April Minggu ke-1 April Minggu ke-1 April Minggu ke-I April Bidang Eko-Pista
Penyusunan Hasil Evaluasi Minggu ke-I Minggu ke-I Minggu ke-I Minggu ke-I Minggu ke-
9. | Pelaksanaan Renja Bappeda (April, Juli, (April, Juli, (April, Juli, (April, Juli, (April, Juli, Sekretariat
Triwulan |, 1I, dan Il sefiap tahun Oktober) Oktober) Oktober) Oktober) Oktober)
Penyusunan Hasil Evaluasi ; _ ; i ; . ; ) : i .
Pelaksanaan RKPD Kabupaten Mlngglu ke .III Mlngg'u ke.III Mlngg.u ke .III Mlngglu ke .III Mlngg.u ke .III Bidang Pgrencanaan '
10. Luwu Triwalan 1 11 dan 11l sefa (April, Juli, (April, Juli, (April, Juli, (April, Juli, (April, Juli, Pengendalian dan Evaluasi
ahun ' P Oktober) Oktober) Oktober) Oktober) Oktober) Pembangunan
1. E(}e(rggsunan dan Penetapan Januari - Mei Januari - Mei Januari - Mei Januari - Mei Januari - Mei Ef:;gndztlai;ingz:agcaluasi
__ . Pembangunan
1o, | Verifkasi Rancangan Akhir Minggu ke-1 Juni Minggu ke-1 Juni Minggu ke-1 Juni Minggu ke-1 Juni Minggu ke-1 Juni Bidang PPM dan

Renja PD

Bidang Eko-Pisfra
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. Tahun Pelaksanaan Kebijakan
No Kebijakan 2020 2021 2022 2023 2024 Keterangan
13. | Penetapan Renja seluruh OPD Minggu ke-Il Juni Minggu ke-Il Juni Minggu ke-Il Juni Minggu ke-Il Juni Minggu ke-Il Juni Bidang Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
Penyusunan dan penyampaian Bidang Perencanaan
14. Rancangan KUA & PPAS September September Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
Penyusunan dan penetapan . . . . . Bidang Perencanaan
15. RKPD Perubahan Juli - September Juli — September Juli — September Juli — September Juli - September Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
Penyusunan dan penetapan )
16. Renja Perubahan September September September September September Sekreftariat
Juni dan Juni dan Juni dan Juni dan Juni dan Bidang PPM dan

17. | Monev Lapangan Nopember Nopember Nopember Nopember Nopember Bidang Eko-Pisfra

18. | Penghapusan Aset tentatf tentatif tentatf tentatif tentatf Sekretariat

19. | Pengembangan Inovasi Daerah Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Bidang Litbang
Review Hasil Pelaksanaan Bidang Pgrencanaan '

20. | RPJMD Kabupaten Luwu Tahun September Pengendalian dan Evaluasi
2019-2024 Pembangunan
Rakortek Pencapaian Sasaran .

21. RPJMD dan Renstra seluruh PD Oktober Sekretariat
Penyusunan dan Penetapan Bidang Perencanzan
Perda tentang RPJMD Kabupaten . P i Evaluasi

22. Luwu Tahun 2024 - Februari - Agustus Dinmgffgj .Iff.,dan valuasi
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Bidang Perencanaan .

23. | RPJMD Kabupaten Luwu Tahun Desember Pengendalian dan Evaluasi
2019-2024 Pembangunan
Pelathan aparatur perangkat

o daerah di bidang perencanaan, Triwulan | Triwulan | Sekretariat

pelaksanaan, pengendalian dan
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Tahun Pelaksanaan Kebijakan

No Kebijakan 2020 2021 2022 2023 2024 Keterangan
25. | Pengembangan Kelitbangan Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Bidang Litbang
26. | Penyusunan Instrumen Monev Triwulan | Triwulan | Triwulan | Triwulan | Triwulan | Bidang Litbang
Penyusunan dan Penetapan

27. | Perkada tentang Tata Cara Desember Sekretariat
Musrenbang

28. Pemaparan Hasi Evaluasi Triwulan IV Triwulan IV Triwulan IV Triwulan IV Triwulan IV Kepala Bappeda

Pembangunan Daerah
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Secara umum, seluruh kebijakan strategis sebagaimana
diuraikan di atas adalah dalam rangka peningkatan kualitas
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah Kabupaten Luwu, agar efektivitas dan efisiensi pembangunan di
seluruh wilayah Kabupaten Luwu tepat sasaran sehingga mampu
mempercepat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, objek peningkatan
kualitas tidak hanya pada dokumen yang dihasilkan, tetapi juga sumber
daya aparatur yang merumuskan kebijakan, tidak hanya dilingkungan
Badan Perencanaan dan Litbang Daerah, tetapi seluruh perangkat
daerah. Rencana pembangunan jangan menjadi sekadar “sekumpulan
niat baik”, tetapi menjadi pedoman untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat, menciptakan “Luwu yang lebih baik” di masa depan.
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagianinimemberikangambaran tentang identifikasi
permasalahan berdasar tugas dan fungsiperangkat daerah,
telaahanvisi,misi, dan program KDH dan Wakil KDH, telaah

Renstra perangkat daerah provinsi, telaah RTRW dan KLHS

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih
dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu
tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan
pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah
dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan
eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang
atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik

sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara
apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi
permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum
didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak
dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah mempunyai tugas di urusan
penunjang pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan diperlukan agar
perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus
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diselesaikan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan periode lalu
sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan

pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan.

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat
dirumuskan permasalahan pokok Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten
Luwu adalah "Belum Optimalnya Perencanaan Berbasis Kelitbangan dan
Konsistensi Perencanaan Dalam Penyelenggaran Pembangunan Daerah".
Permasalahan pokok tersebut diidentifikasi dengan melihat bahwa banyaknya
kendala dalam pengumpulan data untuk penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah. Selain itu, permasalahan pokok tersebut juga disebabkan oleh
beberapa permasalahan vyaitu:

1. Masih rendahnya pemahaman dan perhatian terhadap kualitas perencanaan
pembangunan daerah;

2. Belum dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai
dengan ketentuan;
Masih lemahnya penyelenggaraan kelitbangan daerah;

4. Rendahnya partisipasi OPD dalam menyediakan data sehingga menyebabkan
lemahnya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerabh;

5. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia;
Masih minimnya hasil kelitbangan; dan

Belum optimalnya kualitas kinerja dan profesionalitas SDM.

Hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi perangkat daerah dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan
yang lebih spesifik (akar masalah) yang membebani pencapaian tujuan dan sasaran
perangkat daerah. Diharapkan rangkaian permasalahan tersebut akan menjadi
sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan kedepan yang
disempurnakan oleh evaluasi periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian yang
terkait. Berikut ini pemetaan permasalahan pokok dan permasalahan Badan
Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dalam merealisasikan tujuan dan
sasaran perangkat daerah dalam mendukung terwujudnya visi dan misi

pembangunan daerah Kabupaten Luwu.
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Gambar 3.1.
Mata Rantai Permasalahan Pokok Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Kabupaten Luwu

Masih rendahnya
pemahaman dan
perhatian
terhadap kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah

Belum
dilaksanakannya

Rendahnya pengendalian
kapasitas Belum dan evaluasi
sumber daya Optimalnya pembangunan
manusia Perencanaan daerah sesuai

Berbasis dengan
Kelitbangan dan ketentuan
Konsistensi
Perencanaan
dalam
Penyelenggaraan
Pembangunan
Daerah
Lemahnya

Masih lemahnya
penyelenggaraan
kelitbangan daerah

pengelolaan data
dan informasi
pembangunan
daerah

Berdasarkan pemetaan permasalahan pokok dan penyebab permasalahan
tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan pokok, permasalahan dan akar

permasalahannya dalam tabel berikut ini.
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Tabel 3.1.

Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah

Kabupaten Luwu

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

Belum Optimalnya
Perencanaan
Berbasis
Kelitbangan dan
Konsistensi
Perencanaan
Dalam
Penyelenggaran
Pembangunan
Daerah

Minimnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah.

Masih minimnya kegiatan bimtek
dan pelatihan terkait
perencanaan.

Siklus mutasi dan rotasi pegawai
lyang begitu cepat

Minimnya proses transfer
pengetahuan antar pegawai.

Perkembangan regulasi begitu
cepat

Keterbatasan jumlah SDM
perencana

Rendahnya partisipasi dan
kesadaran OPD dalam
peningkatan kualitas
perencanaan.

Keterbatasan anggaran, SDM dan
sarana prasarana penunjang
sehingga data sulit diperoleh.

Belum optimalnya penegakan
sanksi dan penghargaan sehingga
menyebabkan rendahnya motivasi
OPD.

Minimnya Penyelenggaraan dan
pengelolaan Kelitbangan Daerah

Kurangnya tenaga fungsional
kelitbangan

Rendahnya kesadaran tentang
urgensi design by research

Minimnya partisipasi
penyelenggara pemerintahan dan
masyarakat dalam penggagasan
inovasi di daerah

Selain permasalahan tersebut di atas, perlu juga dilihat beberapa isu atau

permasalahan yang berasal dari faktor ekternal yang berpotensi mempengaruhi

kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah, antara lain:

1. Perkembangan teknologi yang demikian pesat belum dapat diikuti dan diterapkan

sebagai peluang dalam pemberian pelayanan kepada Perangkat Daerah.

-4




2. Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik secara
sosial maupun ekonomi sehingga mempengaruhi anggaran pembangunan
daerah.

3. Kearifan lokal dalam memelihara lingkungan sudah semakin hilang dalam

kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah
kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (impact)
berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu
strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan.
Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja
merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi

tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program
kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi
penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung
pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur
pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun
2019-2024 adalah:

“LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN
SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI”

Masing-masing elemen pada visi tersebut di atas mengandung makna. Luwu,
meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kabupaten Luwu dan semua warganya
yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu. Maju mengandung
makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber
daya manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang
ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang
oleh informasi birokrasi secara bertahap. Sejahtera mengandung makna suatu

keadaan masyarakat kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan
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dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan

pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman

dan tentram. Mandiri, mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan

daerahberupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah

dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yangdisukung oleh

kemampuansumber daya manusia. Religi, mengandung makna suatu kondisi

masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan

pengamalan agamanya dalam tataran kehidupan masyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan

diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik

sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Terdapat 10 (sepuluh) Misi yang tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, yaitu:

1.

10.

Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan,
Dan Akuntabel;

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau
Bagi Semua Lapisan Masyarakat;

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan;
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha
Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja;

Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh
Berbasis Agribisnis;

Meningkatkan Kuaitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat
Kabupaten Luwu Yang Religius;

Optimaslisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Menciptakan Iklim Investasi Dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan;
Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi
Publik;

Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta

Penanggulangan Bencana.

Dari 10 misi tersebut, yang menjadi fokus Badan Perencanaan Pembangunan

dan Litbang Daerah untuk dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah Misi

ke-1 vyaitu “Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah,

Transparan, dan Akuntabel’. Dengan demikian, dapat digambarkan arsitektur
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pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator dari RPJMD Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2024 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah sebagaimana dapat dilihat pada
tabel berikut:
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Tabel 3.2.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah

Visi P-RPIJMD Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi
Misi ke-1 P-RPIJMD| Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel
Kondisi Data Target Lima Tahun Mendatang Kondisi
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Awal Akhir
(2019) 2020 2021 2022 2023 2024 (2024)
1) @) @) (4) ) (6) @) ® ©) (10)
Meningkatkan Meningkatnya kualitas :
cualitas Dokumen Perencanaan | croor oo nCoeSUAen POGAM | 40000 | 1009 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
perencanaan, II\D/Iem-barllgunan Daerah
pengendalian dan peenr;/Ig?enZthgan . '
evaluasi penelitian dan gﬁ;;ﬁ?;:tslfa;‘as” kelitbangan yang | 10095 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pembangunan endembanaan
daerah peng g

Sumber: Perubahan

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024
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3.3. Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Sebagai Renstra kelembagaan pemerintahan, maka keselarasan tujuan serta
sasaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan
pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia
sekaligus meningkatkan outcome yang dihasilkan. Pada dasarnya, tujuan, sasaran,
dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat
pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki
keselarasan yang  kokoh. Hal ini mengindikasikan  harapan  dalam
menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing
pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan

pembangunan nasional dan daerah.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan memiliki berbagai isu global dan nasional yang dipertimbangkan dalam
menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan
masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Selatan antara lain
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan
ekonomi, tata kelola pemerintahan, penataan ruang dan lingkungan hidup,
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan Kkerja,
mitigasi bencana, serta kesenjangan sosial. Oleh karena itulah perlu adanya tindak
lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan

penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politis dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan
kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan
kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan
kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis,
perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan
konservasi lingkungan, serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan
kemandirian masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023, rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:



Tujuan:

» Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui
pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah.

» Merumuskan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dengan pemanfaatan hasil kelitbangan untuk kesejahteraan
masyarakat.

» Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah.

Sasaran:

v Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui
pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah.

v’ Tersedianya  bahan  perumusan kebijakan dan  pengembangan
penyelenggaraan pemerintahan daeran dengan termanfaatkannya hasil
kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat.

v" Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan

perangkat daerah.
Strategi:

% Penguatan fungsi dan peran Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
lembaga yang melaksanakan fungsi kelitbangan dan inovasi dengan
mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pendukung kelitbangan.

% Membangun koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas Kkelitbangan serta

peningkatan kerjasama antara lembaga litbang baik Pemerintah,Pemerintah

Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan

masyarakat.

Arah Kebijakan:

= Penguatan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing
daerah.

= Hilirisasi hasil kelitbangan khususnya komoditi unggulan untuk kesejahteraan

masyarakat.



3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun
internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang
apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan
kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan serta
sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah
sekaligus sebagai kelengkapan dari seluruh tahapan-tahapan yang telah dilakukan
sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan sangat menentukan

pencapaian keberhasilan proses pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat
daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi
pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan
lingkungan eksternalnya merupakan aspek perencanaan dari luar ke dalam yang tidak
boleh diabaikan.

Suatu kondisi menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal
tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memerhatikan hasil telaahan
dan analisis terhadap kondisi eksternal, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu sebagai
berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kelembagaan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu selaku
koordinator perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk meningkatkan
kualitas dan kelembagaan dengan tujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan
pembangunan agar pencapaian hasil-hasil pembangunan lebih berhasil. Maksud
dari peningkatan kualitas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
Daerah adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan
karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang menunjukkan belum
berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan

peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah



internal agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan

bertanggungjawab.

Untuk mengantisipasi isu strategis ini, langkah-langkah yang harus ditempuh

antara lain adalah:

a. Membentuk aparat yang profesional, meliputi :

- Integitas, yaitu ukuran kualitas moral aparatur Badan Perencanaan
Pembangunan dan Litbang Daerah yang diwujudkan dalam sikap jujur,
bersih dari tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan
negara;

- Disiplin, yaitu pencerminan ketaatan terhadap setiap ketentuan yang
berlaku;

- Kompetensi, vyaitu ukuran tingkat pengetahuan, kemampuan dan
penguasaan atas bidang tugas sehingga mampu melaksanakan tugas
secara efektif dan efsien.

b. Membentuk aparatur yang transparan, yaitu setiap aparatur harus bersikap
terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

c. Membentuk aparatur yang akuntabel, artinya aparatur harus bertanggung
jawab atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam rangka

pelaksanaan tugas.

Peningkatan fungsi koordinasi

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah
salah satu unsur/lembaga di daerah yang mempunyai fungsi penting dalam
kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan
koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah
ditentukan oleh efektivitas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan
kualitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah perlu
untuk dibenahi atau ditingkatkan terutama dalam pengkoordinasian perangkat
daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD.
Koordinasi yang dilakukan harus berdasarkan pada data dan informasi
pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
harus memiliki instrumen dalam pelaksanaan koordinasi, baik berupa peraturan

perundangan maupun standar operasional pelaksanaan.



Perencanaan yang matang

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat
strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja
organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua
fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan
selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Mengingat
vitalnya penyusunan perencanaan, maka perlu adanya rangkaian analisis yang
terintegrasi mulai dari profil pembangunan saat ini, permasalahan dan isu-isu
strategis, hingga tujuan akhir dari pembangunan daerah. Dengan adanya
rangkaian analisis tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah lebih
terkoordinir dan dapat mencapai visi dan misi pembangunan.

Evaluasi kinerja yang maksimal

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan Badan
Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah
dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah di lingkungannya
sendiri. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja
para pegawai dengan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggung jawab,
hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal diharapkan dapat
meningkatkan kualitas kelembagaan terutama dalam mengembangkan sumber

daya manusia baik di dalam maupun di luar.

Penyajian data yang akurat

Perencanaan pembangunan suatu daerah tergantung pada target-target yang
menjadi capaian akhir suatu periode perencanaan. Dalam mengukur pencapaian
target tersebut diperlukan data yang valid terkait indikator sasaran yang akan
dievaluasi. Oleh karena itu, data memegang peranan penting dalam pelaksanaan
pembangunan karena penyajian data yang akurat dan terpercaya akan
mempengaruhi laju pembangunan. Perlu adanya perhatian khusus pada proses
pembentukan data yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan,
hingga analisis data sehingga input yang berkualitas pada perencanaan akan

berdampak positif pada pengambilan kebijakan.

Inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi

Prinsip-prinsip pelayanan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian
waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana,
kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Oleh

karena itu Badan Perencanaan Pembanguban dan Litbang Daerah harus



F_ o+ N
i 4
.\,\‘. H;!.
Dty

senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat
meningkatkan kepuasan dan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan yang
terkait dengan tugas dan fungsinya. Selain peningkatan kualitas kemampuan
teknis aparatur dan perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan
teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada aparatur maupun
masyarakat dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya juga

menjadi tuntutan berbagai kalangan pada masa ini

-14



F_+ N
St et

£, o
rret

111-15



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Bagianinimemberikangambarantentang tujuan dan
sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain
itu, tujuan juga merupakan effort dalam mendukung pencapaian Pembangunan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Tujuan jangka menengah ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya
harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun
guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing
misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran
harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang
menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan
arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan
dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi

pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan
Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, maka yang perlu
dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten
Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis
isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu
mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan

potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan
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potensi dalam organisasi harus mempunyai core- competencies untuk
mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Luwu, Badan Perencanaan
dan Litbang Daerah merujuk pada visi Kabupaten Luwu yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yaitu "KABUPATEN LUWU YANG
MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI". Untuk
terwujudnya visi tersebut, misi RPJMD yang diemban Badan Perencanaan dan
Litbang Daerah adalah misi pertama yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Yang
Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel”.
ge:‘jdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan Renstra

adan

Perencanaan Pebanngunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-
2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah.

Perencanaan  pembangunan  merupakan tahap awal sebelum
dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan
perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama,
selaras, dan tepat dengan melibatkan partisipasi stakeholder terkait sehingga
pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam

upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Salah satu tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
Daerah Kabupaten Luwu adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan
daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan menyelenggarakan
pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah melalui evaluasi, monitoring
dan pembinaan. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran
yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang

Daerah Kabupaten Luwu adalah:

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2. Meningkatnya penyelenggaraan penilitian dan pengembangan
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024
Visi P-RPIMD

Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi

Misi ke-1 P-RPIJMD

Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan
Akuntabel

. . . Target Kinerja pada Tahun
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran 5057 5073 5004
Meningkatnya kualitas dokumen| Persentase Kesesuaian
Meninakat kualit perencanaan pembangunan program antara RPJMD 100 100 100
eningkatnya kualitas daerah dan RKPD
perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan . Persentase hasil
daerah. Memngl_<atnya penyelenggaraan kelitbangan yang 100 100 100
penelitian dan pengembangan dimanfaatkan
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BAB YV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang Strategi dan
Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, perlu secara terus
menerus mengembangkan strategi dan kebijakan. Meningkatnya persaingan, tentangan dan
tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Perencanaan dan Litbang
Daerah Kabupaten Luwu untuk mempersiapkan diri agar senantiasa mengupayakan
perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana,
konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas Kkinerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu memiliki
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Oleh karena itu, dalam merumuskan
setiap kebijakan pembangunan daerah perlu adanya peningkatan kualitas pengelolaan
perencanaan pembangunan daerah itu sendiri sehingga pada akhirnya nanti tercapai suatu
rumusan kebijakan yang relevan dan efisien dalam menggunakan setiap pendanaan pagu
indikatif pembangunan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan
Daeral/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan ilmu, seni, atau
wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program
kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam
pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan
pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan
misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam
pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah
kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Strategi Badan Perencanaan Pengembangan Dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
dalam merespon isu-isu permasalahan dalam bidang perencaaan telah di urai dalam dokumen
Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu (RPJMD Kab. Luwu).
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Bappelitbangda Kab. Luwu merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan
strategi ke-1 yakni Meningkatkan akuntabilitas Kkinerja pemerintah daerah. Dengan
menjalankan  strategi  tersebut, maka diharapkan dapat menyesaikan permasalahan
perencanaan pengembangan daerah di Kabupaten Luwu.

Hal-hal yang akan diupayakan dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan
perencanaan dan kelitbangan daerah di Kabupaten Luwu antara lain:

a. Meningkatkan kualitas perencaan dengan pengembangan kompetensi SDM perencana
melalui kegiatan kepelatihan.

b. Memperkuat kegiatan koordinasi dan sinergi antar lembaga baik pada tingkat pusat,
provinsi, daerah sekitar dan instansi dalam lingkup Kabupaten Luwu.

c. Memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi perencanaan terhadap capaian
kinerja opd.

d. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, lembaga peneliti maupun intansi
dalam rangka meningkatkan kapasitas bidang kelitbangan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan
pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas
pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan
akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan
visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan
daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan
transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap
program-program  kegiatan  baik internal maupun  eksternal, pelayanan  maupun
pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan yang akan digunakan dalam menjalankan Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah
sebagai berikut:

a. Peningkatan fungsi koordinasi antar lembaga.

b. Peningkatan penerapan asistensi, verifikasi dan evaluasi program berbasis outcome.

c. Pemerintahan yang tertib administrasi, taat asas dan tepat waktu.

d. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang kelitbangan

Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan dan Litbang Daerah Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2024 (Tabel T-C.26 Permendagri 86-2019)

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Meningkatkan Meningkatnya Pengembangan kualitas SDM| Peningkatan kegiatan kepelatihan
kualitas kualitas Dokumen| perencana bidang perencanaan
perencanaan, Perencanaan . _ _ _
pengendalian dan| Pembangunan Peningkatan kualitas Pen_lpgkatan kualitas rumusan

) pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan bidang
evaluasi Daerah pembangunan daerah perekonomian, SDA, infrastruktur
pembangunan dan kewilayahan serta bidang
daerah pemerintahan dan pembangunan

manusia.

Penerapan asistensi, verifikasi, dan
evaluasi, program berbasis outcome

Meningkatnya Penguatan kinerja bidang Meningkatkan kapasitas
penyelenggaraan | kelitbangan daerah kelembagaan bidang kelitbangan
penelitian dan

pengembangan

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/ tema
pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas program/  kegiatan
perangkat daerah setiap tahunnya dalam Renja-PD. Fokus/ tema pelaksanaan Renstra Badan

Perencanaan dan Litbang Daerah setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 6.1.
Fokus/Tema Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan
dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024
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Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan

isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski

penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari

satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam

Renstra.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja dan pendanaan indikatif OPD selama lima tahun

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang
dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang
ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan
pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis
pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya.
Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan
pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis
yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu
lima tahun (2019-2024) yang meliputi program, kegiatan, indikator Kkinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta unit kerja penanggung
jawab dan lokasi kegiatan. Rencana strategis beserta turunannya tersebut
harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Badan Perencanaan Pembangunan
dan Litbang Daerah dengan tetap mengacu pada program pembangunan dalam
Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu 2019 - 2024.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang
mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dalam jangka
waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter
masing-masing pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu,
tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada tujuan dan
sasaran yang sama, VYaitu mewujudkan institusi Badan Perencanaan

Pembangunan dan Litbang Daerah sebagai lembaga perencana
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pembangunan daerah berkualitas.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program
yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu sebagai upaya untuk
mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang
telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program
tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan
datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan
dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Kabupaten Luwu dalam kurun waktu Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai
berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pembangunan
Daerah.
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Program-program tersebut di atas merupakan penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan merupakan
kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi dimana semua muara
program akan mencapai tujuan pembangunan daerah. Hubungan antara

program dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:
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Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu

Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/Sub Indikator Unit Kerja
Tujuan Sasaran & Ke iagtan Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
£ Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
Persentase Kesesuaian Program antara RPJMD dan RKPD
Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan
(Capaian kinerja program penunjang
Program Penunjang Urusan [Cakupan Ketersediaan urusan pemerintah daerah
Pemerintah Daerah penunjang pelaksanaan urusan |kabupaten/target kinerja program Sekretariat
Kabupaten pemerintah daerah penunjang urusan pemetrintah
daerah kabupaten) x 100%
Meningkatnya i Persentase Penyelesaian
kualitas Meningkatnya IO EEE I, (FO IR £ dokumen eren)::anaa; dan
kualitas dan Evaluasi Kinerja diliashe Kasubag Program
perencanaan, evaluasi kinerja secara tepat
. dokumen Perangkat Daerah
pengendalian waktu
) perencanaan
dan evaluasi Jumlah dokumen Renstra dan Renja
b pembangunan |Penyusunan dokumen ra Perubahan Renstra dan Reni Bel
pembangunan daerah perencanaan perangkat Daerah se .eu ahan kenstra dan Renja elopa
daerah yang disusun
Forum Perangkat Daerah Belopa
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Belopa
Dokumen RKA-SKPD disusun P
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen Perubahan RKA- Belopa
Perubahan RKA-SKPD SKPD yang disusun P
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen DPA-SKPD yang Belopa
DPA-SKPD disusun P
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen perubahan DPA- Belopa

Perubahan DPA-SKPD

SKPD
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Program/Kegiatan/Sub Indikator Unit Kerja
Tujuan Sasaran = Ke iagtan Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
= Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Belopa
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disusun
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD
. Belopa
Daerah yang disusun.
.. . Persentase Penyelesaian
Administrasi Keuangan L N
dokumen administrasi keuangan Kasubag Keuangan
Perangkat Daerah
secara tepat waktu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan |Jumlah ASN yang disediakan gaiji
ASN dan tunjangan sesuai ketentuan
Belopa
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN yang
Pelaksanaan Tugas ASN . .
disediakan
Belopa
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah pelaksana penatausahaan
dan Penguijian/Verifikasi dan penguijian/verifikasi keuangan
Keuangan SKPD SKPD dalam 1 (satu) tahun
Belopa
Koordinasi dan Pelaksanaan .
Akuntansi SKPD laporan pelaksanaan akutansi SKPD
Belopa
Koordinasi dan Penyusgnan Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun vang disusun
SKPD yang
Belopa
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan pemeriksaan yang
Bahan Tanggapan Pemeriksaan |dikelola dan disiapkan
Belopa
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Program/Kegiatan/Sub

Indikator

Unit Kerja

Tujuan Sasaran Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
= Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/Semesteran yang disusun
Triwulanan/Semesteran SKPD yang Belopa
Pen)./l,.lsunan Pel_aporan. dar.1 Jumlah Laporan Prognosis Realisasi
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran vang disusun
Anggaran 99 yang Belopa
jumlah ASN dengan predikat
Administrasi Kepegawaian Persentase ASN dengan predikat I({inerjia baik/jumlag seIFL)Jruh Kasubag Umum &
Perangkat Daerah kinerja baik ASN) x 100 Kepegawaian
Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana dan prasana disiplin
Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan Belopa
Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL,
Pengadaan Pakaian Dinas Korpri, Khusus hari-hari tertentu)
Beserta Atribut Kelengkapannya |beserta perlengkapannya yang
diadakan Belopa
Pendataan dan Pengolahan Dokumen hasil p.er?da1a?n dan
I n K pengolahan administrasi
Administrasi Kepegawaian 3
kepegawaian Belopa
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Sistem Informasi
Sistem Informasi Kepegawaian Kepegawaian yang digunakan Belopa
Monitoring, Evaluasi, dan DokL.Jm(.an hasil pelalfsanaan S
I . . . Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
Penilaian Kinerja Pegawai . . .
Kinerja Pegawai Belopa
. Jumlah pegawai pensiun yang
PemLfIangan Pegawaiyang difasilitasi pemulangannya ke tempat
Pensiun
asal
Belopa
Pemulangan Pegawai yang Jjumlah pegawai yang gugur dalam
Meninggal dalam Melaksanakan |melaksanakan tugas yang difasilitasi
Tugas pemulangannya Belopa
Pemindahan Tugas ASN Juml.ah ASN yang difasilitasi dalam
pemindahan tugas Belopa
Pendidikan dan Pelathan Jumlah ASN yang difasilitasi
Pegawai Berdasarkan Tugas mengikuti pendidikan dan pelathan
dan Fungsi formal Belopa
Sosialisasi Peraturan Perundang- Ju”.ﬂa.h A.SN yang mengikut
sosialisasi peraturan perundang
Undangan
undangan Belopa
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah ASN yang mengikuti Berbagai jenis bimbingan teknis
Peraturan Perundang-Undangan |bimbingan teknis atau pelatihan dalam rangka
meningkatkan kapasitas ASN Belopa
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. Indikator Unit Kerja
. Program/Kegiatan/Sub ) . ) )
Tujuan Sasaran Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
. Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
Administrasi Umum Perangkat Cakupan ketersediaan administrasi Kasubag Umum &
Daerah umum perangkat daerah Kepegawaian
Penyediaan Komponen Instalasi |Jumlah komponen instalasi listrik/
Listrik/Penerangan Bangunan penerangan bangunan kantor yang
Kantor disediakan Belopa
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan
Perlengkapan Kantor kantor yang disediakan Belopa
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah peralatan rumah tangga
Tangga kantor yang disediakan Belopa
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bulan penyediaan bahan
Kantor logistik kantor dalam 1 (satu) tahun Belopa
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah bulan penyediaan barang
dan Penggandaan cetakan dan penggandaan dalam 1
(satu) tahun Belopa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bulan penyediaan bahan
Peraturan Perundang-undangan bacaan dan peraturan perundangan
dalam 1 (satu) tahun Belopa
Jumlah bulan penyediaan
Penyediaan Bahan/Material bahan/material kebutuhan
perkantoran dalam 1 (satu) tahun Belopa
I . Jumlah kunjungan tamu yang
Fasilitasi Kunjungan Tamu ditasiliasi Belopa
Jumlah rapat koordinasi dan
Penyelenggaraan Rapat konsultasi SKPD yang
Koordinasi dan Konsultasi SKPD | o
diselenggarakan/diikuti Belopa
Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah arsip dinamis SKPD yang
pada SKPD dilakukan penatausahaan Belopa
Dukungan Pelaksanagn Sistem . |Jumlah Sistem Berbasis Elektronik
Pemerintahan Berbasis Elekironik . ;
pada SKPD yang dioperasikan pada SKPD Belopa
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. Indikator Unit Kerja
. Program/Kegiatan/Sub . - . :
Tujuan Sasaran Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
s Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
Penga§aan Barang Milik paerah Persentase ketersediaan sarana} <.1an jumlah sarpras dalam kondisi | Kasubag Umum &
Penunjang Urusan Pemerintah  |prasarana aparatur dalam kondisi o .
; baik/jjumlah sarpras x 100 % Kepegawaian
Daerah baik
Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau Jumlah mobil jabatan yang Diadakan
Kendaraan Dinas Jabatan Belopa
Pengadaan Kendaraan Dinas  [Jumlah kendaraan dinas/operasional
Operasional atau Lapangan yang diadakan Belopa
Pengadaan Alat Besar jumlah alat besar yang diadakan Belopa
Pengadaan Alat Angkutan Darat |jumlah Alat Angkutan Darat Tak
Tak Bermotor Bermotor yang diadakan Belopa
Pengadaan Mebel Jumlah meubeleur yang diadakan Belopa
Pengadaan Peralatan dan Mesin [Jumlah Perlengkapan Kantor yang
Lainnya diadakan Belopa
. Jumlah aset tetap Lainnya yang
Pengadaan Aset Tetap Lainnya diadakan Belopa
Pengadaan Aset Tak Berwujud nglah asetiak berwujud yang
diadakan Belopa
Pengadaan Gedung Kantor atau |Luas bangunan gedung kantor atau
Bangunan Lainnya bangunan lainnya yang diadakan Belopa
Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana
Prasarana Gedung Kantor atau  [gedung kantor atau bangunan
Bangunan Lainnya lainnya yang diadakan Belopa
Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana
Prasarana Pendukung Gedung [pendukung gedung kantor atau
Kantor atau Bangunan Lainnya [bangunan l\ainnya yang diadakan Belopa
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p /Kegiatan/Sub Indikator Unit Kerja
Tujuan Sasaran rograr:‘u( -egtla R Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
el Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
Penyediaan Jasa Penunjang Cakup.an ketersediaan Jas.a (jumlah unit kerja internal yang |Kasubag Umum &
. penunjang urusan pemerintahan ; ) ) i
Urusan Pemerintahan Daerah daerah terlayani/total unit kerja) x 100 |Kepegawaian
jumlah target surat keluar resmi
. o PD yang disampaikan kepada
Penyediaan Jasa Surat Jumlah.pen.yedla jasa surat menyurat berbagai pihak dan jumlah pagu
Menyurat yang disediakan indikatif yang dibutuhkan dalam
satu tahun Belopa
jumlah target penyediaan biaya
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan yang disediakan jasa |tagihan telepon, air dan listrik
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, air dan listrik perkantoran |dan jumlah pagu indikatif yg
dibutuhkan dalam satu tahun
Belopa
jumlah target penyedia jasa
. Jumlah penyedia jasa peralatan dan |peralatan dan perlengkapan
gg:ﬁg:f:pna‘rj]a;:nlﬁrralatan dan perlengkapan kantor yang kantor dan jumlah pagu indikatif
disediakan yang dibutuhkan dalam satu
tahun Belopa
jumlah target penyedia jasa
) . pelayanan umum kantor yang
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyedia Jasg pglayanan disediakan dan jumiah pagu
Umum Kantor umum kantor yang disediakan indikatif yang dibutuhkan dalam
satu tahun Belopa
Belopa
Pemeliharaan I.3arang Milik Cz.a.kupan penyelenggaraan Barang Kasubag Umum &
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan Kepegawaian
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
total seluruh kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, [Jumlah kendaraan perorangan dinas |dinas/operasional yang
Biaya Pemeliharaan dan Pajak |atau kendaraan dinas jabatan yang |disediakan jasa pemeliharaan ,
Kendaraan Perorangan Dinas disediakan jasa pemeliharaan, biaya |biaya pemeliharaan dan pajak
atau Kendaraan Dinas Jabatan |pemeliharaan, dan pajak kendaraan |baik roda 2, 3, 4, 6 yang
menjadi aset OPD Belopa
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Program/Kegiatan/Sub

Indikator

Unit Kerja

Tujuan Sasaran Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
E Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
total seluruh kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, |Jumlah kendaraan dinas operasional |dinas/operasional yang
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan [atau lapangan yang disediakan jasa |disediakan biaya pemeliharaan
Perizinan Kendaraan Dinas pemeliharaan, biaya pemeliharaan, |, pajak dan perizinan baik roda
Operasional atau Lapangan pajak dan perizinan 2, 3, 4, 6 yang menjadi aset
OPD Belopa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, |Jumlah alatbesar yang disediakan
Biaya Pemeliharaan dan jasa/biaya pemeliharaan dan
Perizinan Alat Besar perizinan
Belopa
Pfenyedlaan .Jasa Pemelharaan, Jumlah angkutan darat tak bermotor
Biaya Pemeliharaan dan disediakan iasa/bi
Perizinan Alat Angkutan Darat yang .lse lakan jasa .I:.aya
pemeliharaan dan perizinan
Tak Bermotor
Belopa
Pemeliharaan Mebel Jl_JmIah un|VsetmebeIeur yang
dilakukan pemeliharaan Belopa
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan mesin lainnya
Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan Belopa
Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah aset tetap lainnya yang
Lainnya dilakukan pemeliharaan Belopa
. . Jumlah jenis aset tak berwujud yang
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud |’ .
dilakukan pemeliharaan Belopa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Luas bangunan gedung kantor dan
Gedung Kantor dan Bangunan bangunan lainnya yang dilakukan
Lainnya pemeliharaan/rehabilitasi Belopa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumiah sarana dan prasarana
gedung kantor atau bangunan
Sarana dan Prasarana Gedung ) .
Kantor atau Bangunan Lainnya lainnya yang dilakukan
pemeliharan/rehabilitasi Belopa
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah sarana dan prasarana
Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau
Pendukung Gedung Kantor atau |bangunan lainnya yang dilakukan
Bangunan Lainnya pemeliharaan/direhabilitasi Belopa
Pemeliharaan/Rehabiliasi Tanah |-UaS Bnah yang dilakukan
pemeliharaan/ rehabilitasi Belopa
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B Indikator Unit Kerja
) Program/Kegiatan/Sub . . ) )
Tujuan Sasaran Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
= Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
(capaian kinerja perencanaan,
PROGRAM PERENCANAAN, Tingkat Capalan Target pengendalian dan evaluasi
PENGENDALIAN DAN P TR, [ EE (i pembangunan daerah/target BIDANG
EVALUAS| PEMBANGUNAN X ’ kinerja program perencanaan, PERENCANAAN
DAERAH QAT D)  EEtiE pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah) x 100%
Sub Bidang
Penyusunan Perencanaan Perencanaan &
dan Pendanaan Pendanaan
Analisis Kondisi Daerah, Jumlah pelaksanaan analisis kondisi
Permasalahan, dan Isu Strategis |daerah, permasalahan, dan isu
Pembangunan Daerah sfrategis pembangunan daerah Belopa
Koordinasi Penelaahan Jumlah dokumen perencanaan
Dokumen Perencanaan pembangunan yang diintegrasikan
Pembangunan Daerah dengan |dengan dokumen perencanaan
Dokumen Kebijakan Lainnya pembangunan daerah Belopa
) . Jumlah konsultasi publik yang
Pelaksanaan Konsultasi Publik dilaksanakan Belopa
o Jumlah SKPD yang dikoordinasikan
Koord|n§3| Pelaksanaan Forum dalam pelaksanaan Forum
SKPD/Lintas SKPD SKPDILintas SKPD Belopa
Pelaksanaan Musrenbang Jumlah musrenbang kabupaten/kota
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Belopa
. o Jumlah kecamatan yang
Penyiapan Bahan Koordinasi dikoordinasikan dalam pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan musrenbang Belopa
Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen Jumlah pelaksanaan dokumen
Perencanaan Pembangunan perencanaan pembangunan yang
Daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan Belopa
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Tujuan

Sasaran

Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Indikator
Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Defenisi Operasional

Unit Kerja
Penanggung
Jawab

Lokasi

3

4

6

Analisis Data dan Informasi
Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan
Daerah

Sub Bidang Data &
Pelaporan

Analisis Data dan Informasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah

Jumlah analisis data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah

Belopa

Pembinaan dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan SKPD

Jumlah SKPD yang dilakukan
pembinaan dan pemanfaatan data
dan Informasi Perencanaan
Pembangunan

Belopa

Penyusunan Profil
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota

Belopa

Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan
Daerah

Sub Bidang
Pengendalian &
Evaluasi

Koordinasi Pengendalian
Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah di
Kabupaten/Kota

Belopa

Pengendalian Pelaksanaan
Kerjasama Daerah

Belopa

Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Berkala
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah

Jumlah dokumen hasil evaluasi
berkala pelaksanaan pembangunan
daerah

Belopa
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Program/Kegiatan/Sub

Indikator

Unit Kerja

Tujuan Sasaran Kegiat Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
eglatan Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
Tingkat Capaian target
pelaksanaan koordinasi dan BIDANG
sinkronisasi perencanaan PEMERINTAHAN &
pembangunan daerah Bidang (capaian kinerja program PEMBANGUNAN
PROGRAM KOORDINASI I\Pnear:zg:';tahan & Pembangunan pl;c;:;(Zgﬁ:;Zagei{Inbkarzg:s::; MANUSIA
DAN SINKRONISASI L
PERENCANAAN - - daerah/fargfet k/neqa prqgram
PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat Capaian tal:get . koordinasi dan sinkronisasi BIDANG
pelaksanaan koordinasi dan perencanaan pembangunan
- . . o PEREKONOMI AN,
sinkronisasi perencanaan daerah) x 100% SDA,
embangunan daerah Bidan
Perekonomian, SDA, ° B AR 2
Infrastruktur & Kewilayahan
) ) BIDANG
Kc_:ordmas: Perencanaan PEMERINTAHAN &
Bidang Pemerintahan _dan PEMBANGUNAN
Pembangunan Manusia MANUSIA
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Jumlah perangkat daerah dibidang i
Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan yang dikoordinasikan Sub Bidang
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD [dalam Penyusunan Dokumen Pemerintahan
dan RKPD) Perencanaan Pembangunan Daerah Belopa
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah perangkat daerah dibidang i
Perencanaan Pemba'ngunan pemerintahan yang diasistensi dalam Sub B.ldang
Perangkat Daerah Bidang penyusunan dokumen perencanaan Pemerintahan
Pemerintahan pembangunan daerah Belopa
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah perangkat daerah dibidang
Evaluasi Penyusunan Dokumen [pemerintahan yang dilakukan Sub Bidan
Perencanaan Pembangunan monitoring dan evaluasi dalam Pemerintahgn
Perangkat Daerah Bidang penyusuan dokumen perencanaan
Pemerintahan pembangunan daerah Belopa
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah perangkat daerah bidang
Sinergitas dan Harmonisasi Pemerintahan yang dikoordinasikan Sub Bidang
Perencanaan Pembangunan dalam Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Daerah Bidang Pemerintahan Daerah Belopa
Koordinasi Penyusunan Jumlah perangkat daerah dibidang
Dokumen Perencanaan pembangunan Manusia yang Sub Bidang
Pembangunan Daerah Bidang dikoordinasikan dalam Penyusunan Pembangunan
Pembangunan Manusia (RPJPD, |[Dokumen Perencanaan Manusia
RPJMD dan RKPD) Pembangunan Daerah Belopa
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p /Kegiatan/Sub Indikator Unit Kerja
Tujuan Sasaran rogranl'r( t-egtla SRAL Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
SR Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
) , Jumlah perangkat daerah dibidang
Asistensi Penyusunan Dokumen permbangunan manusia yang Sub Bidang
Perencanaan Pembalngunan diasistensi dalam penyusunan Pembangunan
Perangkat Daerah B|d'ang dokumen perencanaan Manusia
Pembangunan Manusia pembangunan daerah Belopa
Pelaksapaan Monitoring dan Jumlah perangkat daerah dibidang .
Evaluasi Penyusunan Dokumen pembangunan manusia yang Sub Bidang
Perencanaan Pembgngunan dilakukan monitoring dan evaluasi Pembangl.man
Perangkat Daerah Bidang dalam penyusuan dokumen Manusia
Pembangunan Manusia perencanaan pembangunan daerah Belopa
Koordinasi Pelaksanaan .
Sinergitas dan Harmonisasi Jumiah perangkatdagrah bidang Sub Bidang
Perencanaan Pembangunan plemban'gun'an manusia yang Pembangunan
. dikoordinasikan dalam Perencanaan .
Daerah Bidang Pembangunan Pembangunan Daerah Manusia
Manusia Belopa
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang
Bidang Perekonomian dan Perekonomian & SDA
SDA (Sumber Daya Alam)
Koordinasi Penyusunan Jumlah perangkat daerah dibidang .
Dokumen Perencanaan . perekonomian yang dikoordinasikan Sub Bl.dang
Pembangur?an Daerah Bidang dalam Penyusunan Dokumen Perekonomian & SDA
Perekonomian ( RKPD) Perencanaan Pembangunan Daerah Belopa
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah perangkat daerah dibidang .
Perencanaan Pembe}ngunan perekonomian yang diasistensi dalam Sub Blidang
Perangkatpaerah Bidang penyusunan dokumen perencanaan Perekonomian & SDA
Perekonomian pembangunan daerah Belopa
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. Indikator Unit Kerja
. Program/Kegiatan/Sub . . . .
Tujuan Sasaran Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
e Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah perangkat daerah dibidang
Evaluasi Penyusunan Dokumen [perekonomian yang dilakukan .
oo . Sub Bidang
Perencanaan Pembangunan monitoring dan evaluasi dalam Perekonomian & SDA Belopa
Perangkat Daerah Bidang penyusuan dokumen perencanaan
Perekonomian pembangunan daerah
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah perangkat daerah bidang
Sinergitas dan Harmonisasi perekonomian yang dikoordinasikan Sub Bidang Belopa
Perencanaan Pembangunan dalam Perencanaan Pembangunan Perekonomian & SDA
Daerah Bidang Perekonomian Daerah
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Jumlah perangkat daerah dibidang ]
Pembangunan Daerah Bidang [SDA yang dikoordinasikan dalam Perel?ounzagin&g SDA Belopa
SDA (RPJPD, RPJMD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
RKPD) Pembangunan Daerah
Asistensi Penyusunan Dokumen |Jumlah perangkat daerah dibidang Sub Bidan
Perencanaan Pembangunan SDA yang diasistensi dalam Perekonomian &gSDA Belopa
Perangkat Daerah Bidang SDA |penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah
L Jumlah perangkat daerah dibidang
Pelaksapaan Monitoring dan SDA manusia yang dilakukan .
Evaluasi Penyusunan Dokumen monitoring dan evaluasi dalam Sub Bpang Belopa
Perencanaan Pembgngunan penyusuan dokumen perencanaan Perekonomian & SDA
Perangkat Daerah Bidang SDA pembangunan daerah
Kpordlna3| Pelaksanaa.n . Jumlah perangkat daerah bidang .
Sinergitas dan Harmonisasi SDA yang dikoordinasikan dalam Sub Bidang Belopa
Perencanaan Pembangunan Perekonomian & SDA

Daerah Bidang SDA

Perencanaan Pembangunan Daerah
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p /Kegiatan/Sub Indikator Unit Kerja
Tujuan Sasaran rograr:'l( ?gtla e Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
=il Kegiatan Jawab

1 2 3 4 5 6 7
Koordinasi Perencanaan Sub Bidang
Bidang Infrastruktur dan Infrastruktur &
Kewilayahan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Jumlah perangkat daerah dibidang )
Pembangunan Daerah Bidang |infrastrukiur yang dikoordinasikan ﬁ]l;rt;thl'ii:ﬁ
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dalam Penyusunan Dokumen
dan RKPD) Perencanaan Pembangunan Daerah Belopa
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah perangkat daerah dibidang )
Perencanaan Pembgngunan infrastrukiur yang diasistensi dalam Sub Bidang
Perangkat Daerah Bidang penyusunan dokumen perencanaan Infrastruktur
Infrastruktur pembangunan daerah Belopa
Pelaksapaan Monitoring dan Jumlah perangkat daerah dibidang
Evaluasi Penyusunan Dokumen Infrastruktur manusia yang dilakukan Sub Bidang
Perencanaan Pembgngunan monitoring dan evaluasi dalam Infrastruktur
Perangkat Daerah Bidang penyusuan dokumen perencanaan
Infrastruktur pembangunan daerah Belopa
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah perangkat daerah bidang
Sinergitas dan Harmonisasi Infrastruktur yang dikoordinasikan Sub Bidang
Perencanaan Pembangunan dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
Daerah Bidang Infrastrukiur Daerah Belopa
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Jumlah perangkat daerah dibidang )
Pembangunan Daerah Bidang |kewilayahan yang dikoordinasikan KSub.IBldahng
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD  |dalam Penyusunan Dokumen ewlayanan
dan RKPD) Perencanaan Pembangunan Daerah Belopa
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Program/Kegiatan/Sub Indikator Unit Kerja
Tujuan Sasaran = Ke iagtan Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
e Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
Capaian kinerja program
pembangunan bidang BIDANG
:23 gERnl;gl A:Z’iﬁ"ém AII-)IAN Hasil Kelitbangan Utama ekonomi/target kinerja program PENELITIAN DAN
pembangunan bidang ekonomi | PENGEMBANGAN
x 100 %
Penelitian dan . i -
. Jumlah Litbang di Bidang Sub Bidang
N Pengembangan Bidang . q
Meningkatnya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan &
penyelenggara |pemerintahan dan dan Pengkaj.lan Peraturan yang Pengkajian
crs .. telah tersedia Peraturan
an penelitian |Pengkajian Peraturan
dan EaSIIIItaSI.’ selaﬁanadan dan Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
pengembangan | -V@Uasi enelilan dan Penelian dan Pengembangan
Pengembangan Bidang . . Belopa
Bidang Penyelenggaraan Otonomi
Penyelenggaraan Daerah yang difasilitasi
Otonomi Daerah yang
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
Evaluasi Penelitan dan Penelitan dan Pengembangan Belona
Pengembangan Bidang Bidang Pemerintahan Umum yang P
Pemerintahan Umum difasilitasi
Fasnhtasnl, Pelak's.anaan dan Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
Evaluasi Penelitan dan ”
. Peneliian dan Pengembangan
Pengembangan Bidang ) Belopa
Bidang Kelembagaan dan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang difasilitasi
Ketatalaksanaan yang
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
Evaluasi Penelitan dan Penelitan dan Pengembangan Bel
Pengembangan Bidang Aparatur |Bidang Aparatur dan Reformasi elopa
dan Reformasi Birokrasi Birokrasi yang difasilitasi
FaSIIItaSI.’ Pelak.s.anaan dan Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
Evaluasi Penelitian dan Penelitan dan Pengembangan
Pengembangan Bidang 9 9 Belopa

Keuangan dan Aset
Daerah, Reformasi Birokrasi

Bidang Keuangan dan Aset Daerah
yang difasilitasi
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. Indikator Unit Kerja
. Program/Kegiatan/Sub . . . . -
Tujuan Sasaran Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
e Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
FaSIIITaSI.’ Pelak'sfanaan dan Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
Evaluasi Penelian dan ”
P b Bid Peneliian dan Pengembangan
enggm angan Biang Bidang Ketertiban dan Ketentraman Belopa
Ketertban dan Ketenraman .
. Umum dan Perlindungan Masyarakat
Umum dan Perlindungan anq diasiliasi
Masyarakat yang
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
Evaluasi Peneliian dan Penelian dan Pengembangan Belona
Pengembangan Bidang Bidang Penataan Kelembagaan P
Penataan Kelembagaan Desa Desa yang difasilitasi
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
Evaluasi Penelian dan Peneliian dan Pengembangan Belopa
Pengembangan Bidang Bidang Ketatalaksanaan Desa yang P
Ketatalaksanaan Desa difasilitasi
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
Evaluasi Penelian dan Penelian dan Pengembangan Belopa
Pengembangan Bidang Aparatur |Bidang Aparatur Desa yang P
Desa difasilitasi
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
Evaluasi Peneliian dan Penelian dan Pengembangan Belona
Pengembangan Bidang Bidang Keuangan dan Aset Desa P
Keuangan dan Aset Desa yang difasilitasi
FaS|I|taS|., Pelak.s.anaan dan Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
Evaluasi Penelian dan "
P b Bid Bad Peneliian dan Pengembangan Bel
engembangan Bldang Badan | g2 Badan Usaha Milik Desa elopa
Usaha Mik ang ditasiltasi
Desa yang
Pengelolaan Data Kelitbangan  |Jumlah data kelitbangan dan
Belopa

dan Peraturan

peraturan yang telah dikelola
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. Indikator Unit Kerja
. Program/Kegiatan/Sub . . . . -
Tujuan Sasaran Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
E Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
Perumusan Rekomendasi Atas  |Jumlah Rekomendasi Atas Rencana
Rencana Penetapan Peraturan |Penetapan Peraturan Baru dan/atau Bel
Baru dan/atau Evaluasi terhadap |Evaluasi Terhadap Pelaksanaan elopa
Pelaksanaan Peraturan Peraturan
Fasilitasi dan Evaluasi .
Pelaksanaan Kegiatan Data Jumlah Igporan hasil fasilitasi dan Belopa
, evaluasi
dan Pengkajian Peraturan
Fasilitasi Pemberian
Rekomendasi Peneliian bagi
Warga Negara Asing untuk Jumlah rekomendasi yang diberikan Belopa
Diterbitkannya Izin Penelitian oleh
Instansi yang Berwenang
Penelitian dan Jumlah Litbang di Bidang Sosial Sub Bidang
Pengembangan Bidang dan Kependudukan yang telah Penelitian Ekonomi,
Sosial dan Kependudukan tersedia Sosial & SDA
Penelian dan Pengembangan  |Jumlah penelitan dan Belona
Bidang Aspek-Aspek Sosial pengembangan P
Penelian dan Pengembangan Jumiah penelifan dan
Pemberdayaan Perempuan dan engembandan Belopa
Perlindungan Anak peng g
Penelian dan Pengembangan  |Jumlah penelian dan Belona
Pendidikan dan Kebudayaan pengembangan P
Peneliian dan Pengembangan  |Jumlah peneliian dan
Belopa
Kepemudaan dan Olahraga pengembangan
Penelian dan Pengembangan  |Jumlah penelian dan
o Belopa
Pariwisata pengembangan
Penelian dan Pengembangan  |Jumlah penelian dan
Belopa
Kesehatan pengembangan
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i Indikator Unit Kerja
i Program/Kegiatan/Sub ) . . .
Tujuan Sasaran Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
. Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
Peneliian (.?an Pengembangan Jumiah penelifan dan
Pengendalian Penduduk dan Belopa
pengembangan
Keluarga Berencana
Penelitan dan Pengembangan "
Administrasi Kependudukan dan J:r:laehmiz:elgin dan Belopa
Pencatatan Sipil peng 9
Penelitan dan Pengembangan Jumlah peneliian dan
. Belopa
Tenaga Kerja pengembangan
Penelitan dan Pengembangan Jumlah penelitan dan
S Belopa
Parfisipasi Masyarakat pengembangan
Peneliian dan Pengembangan Jumlah peneliian dan
) . Belopa
Transmigrasi pengembangan
Penelitian dan Jumlah Litbang di Bidang Sub Bidang
Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian Ekonomi,
Ekonomi dan Pembangunan _|yang telah tersedia Sosial & SDA
Peneliian dan Pengembangan "
. . Jumlah peneliian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan engembanaan Belopa
Menengah peng 9
Penelian dan Pengembangan Jumlah peneliian dan Belopa
Perindustrian dan Perdagangan |pengembangan P
Penelitan dan Pengembangan Jumlah penelian dan Beloba
Badan Usaha Milik Daerah pengembangan P
Penelmlan dan Pengembangan Jumiah penelitan dan
Pertanian, Perkebunan dan Belopa
pengembangan
Pangan
Penelitan dan Pengembangan Jumlah penelitan dan Belopa
Kelautan dan Perikanan pengembangan P
Penelitan dan Pengembangan Jumlah penelian dan Bel
Energi dan Sumberdaya Mineral |pengembangan elopa
Pgnellnan dan.Pengembangan Dokumen hasil penelitan Belopa
Lingkungan Hidup
Peneliian dan Pengembangan Jumlah peneliian dan
Belopa

Kehutanan

pengembangan
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. Indikator Unit Kerja
. Program/Kegiatan/Sub ) .. . .
Tujuan Sasaran Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Defenisi Operasional Penanggung Lokasi
= Kegiatan Jawab
1 2 3 4 5 6 7
Penelian dan Pengembangan Jumlah peneliian dan
. Belopa
Pekerjaan Umum pengembangan
Penelian dan Pengembangan  |Jumlah penelitan dan
Belopa
Perhubungan pengembangan
Peneliian dan Pengembangan Jumiah peneliian dan
Perumahan dan engembanaan Belopa
Kawasan Permukiman peng 9
Penelian dan Pengembangan Jumiah peneliian dan
Penataan Ruang dan engembanaan Belopa
Pertanahan peng 9
Penelmgn C?an Pengembangan Jumiah penelitan dan
Komunikasi dan engembanaan Belopa
Informatika peng 9
Sub Bidang
. Jumlah jenis inovasi dan Pembangunan
Pengembangan Inovasi dan : . .
Teknologi teknologi yang telah Wilayah Inovasi
dikembangkan oleh daerah Teknologi &
Pelaporan
Peneliian, Penggmpangan, dan Jumiah peneliian dan
Perekayasaan di Bidang enaembanaan Belopa
Teknologi dan Inovasi peng 9
Uji Coba dan Penerapan
Ran(?anq Bangun/qugI . Jumlah inovasi yang di uji coba dan
Replikasi dan Invensi di Bidang . Belopa
. . diterapkan
Difusi Inovasi dan Penerapan
Teknologi
Diseminasi Jenis, Prosedur dan
Metode Penyelenggaraan . . S
Pemerinahan Daerah Yang Jumlah inovasi yang didesiminasi Belopa
Bersifat Inovatif
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- o s
) . Jumlah peserta sosialisasi/ desiminasi Belopa
Hasil Kelitbangan
Fasilitasi Hak Kekayaan Jumlah permohonan yang difasilitasi Belopa

Intelekiual
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Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2020 - 2024

Indikator Data Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Satuan Capaan — L = L — L — ul Rens.tral
Kegiatan pada Tahun Capaian Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
: Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
01 PERENCANAAN
010 Badan Perencanaan dan Lithang Daerah
6.601.177,92 6.839.474,17 7.074.964,48 7.338.024,41 30.381.325,61
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakipan Keersedizn penunfng
0f | 01| 01 Kabgupaten e pelaksanaan urusan pemerintah % 100 100 5.367.484,04 | 100 542115889 | 100 547537047 | 100 5.530.124,57 100 24.321.645,61
daerah
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pasetase Penyelesan dolumen
of | o |of | 20f Pl T otencanan dn vaue ke 267% 708 73 2606 10879
Perangkat Dagrah
secara tepat waktu
Jumiah dokumen Renstra dan Renja
0f | 01 01 [ 201 | 01 [Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Dagrah  |sera Perubehan Renstadan Rena | Dokumen 3 6275 3 83371 3 6401 3 6465 12 BATT
yang disusun
Forum Perangkat Dagrah Forum
0| ot {0 | 20t | 12 foutrstmPpsrn Do VORIV e 1 | gl | | e B17
0 | 01 [ 01 | 201 | 03 rodoasiomPeyusnan Pt psipn [V e Pnkten Rk 1 2450 2479 240 25| 4 9950
SKPD yang disusun 1 1 1
01| 01 | o0t | 201 | 04 [dcodnesican Penyusinen DPASKPD ji’:':uhnd"k”me”DPA'SKPDyang Dokumen 1 m| ws| L] 298] 4 i
01 { 01 ] 01 | 201 | 05 [Koordinasi dan Penyusunan Perubshan DPA-SKPD JsuKn;;hdokumenpembahanDPA- Dokumen 1 2700 ! vl 1 2795 1 28| 4 10.965
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it Data Target Kineria dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan dalam ribuan Rupiah) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Program/Kegiatan/Sub | Satuan St —— L — L — L — & Rens‘tra'
e piada Tahun (apaian Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
Awal | Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Koordinesidan Penyusunen Laporan Capaan Kinera dan - {Laporen Capaian Kinera can Kdsar
ol Rl il e
0F | 00 | 00 | 201 | O {EvabesiKnera eranghet Dagreh Juniahldokumneva\uaﬁklnenaPD Dokumen 1 0238 R 4R 0l 4 37508
Jang dstsin. 1 1 |
Persentase Penyelesaian dokumen
Of [0f | 0f | 202 | |Adminstesi Keuangan Peanght Daerah adminstes euangan secaratepat 3150507 318012 38 3597 JINUR]
Waktu
0 | 1 | o | 20| of Pt Ml I i 1| o | o 1| o | w | wss
nangan sstalentian
\urah Dokumen Administasi
00 01 | 01 | 202 | 02 (Ponyedaan AdminstsiPolksaneen Tugas ASN Polsanaan Tugas ASN yang Laporan
dedelen
| mah peaksana penatausahean dan
o Lo Lot Lo L Pelelsanean Penatausehean dan Penguanierfes T
Kevengen SKPD
(e (sa ehun
O | 00 [ 01 | 200 | 04 [foordinsican Peksancen Aurians PO v peksanan s SPD | Laporan
o Lo Lot Lo s Koordinasidan Penyustnan Laporan Keuengen Akt JurriahILaporanKeuanganAkh\rTahun o | il 1 il 1 il 1 iml 4 1
Tahun SKPD Jang dsisun
00| o | o | o [PREEmCePe T e s a w3 | 3 I | o 55
Penersean dhelola dan disiaptan
A KgordmaswdanPenyusunanLaporanKeuanganBu\ananl JuniahLaporanKeuanganl - | wl il 4 sl wl Uk
Trivuanan/Semestran SKPD Bulenan/Semeseran yang diusun
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ndikator Data Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah) | Kondisi Kinerja pada akhir periode
I 2021 202 202 202
Kode Program)Kegiatan/Sub Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Satuan Capaian —— ! — L — L — Ly Rens.tra.
Kegiatan pada Tahun Capaian Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
o Lot ot lom | o Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi JuniahLaporanErognosteallsa3| Laporan
Anggaran [Anggaran yang disusun
Jumiah jenis Dpkumen Administasi
0f |01 |01 [ 205 Adninistas Kepegawaian Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah Yang | Jenis 7 n5| 7 nu6| 7 50| 7 0.7% 3 89.83
Disusun
00 [ 01| 01| 205 | 01 [Peningkalan Sarana dan Prasarana Dispin Pegawai Jun1ah‘saranadanprasanadlswphn Unit
yang diadakan
Jumiah pakaian dinas (PDH, PKL,
01| 01| 01 ] 205 | 02 |Pengadaan Pakaian Dinas Beseria AtoutKelengkapannya i ) stell/pasang
beserta perlengkapannya yang
diadakan
011011 01 | 205 | 03 [Pendataan dan Pengolaan Adminisvasi Kepegawaian Dokunenhasw\pquawgndan | Dokumen
pengolahan administasi kepegawaian
011 01 | 01 {205 | 04 |Koordinasidan Pelaksanaan Sisem Informasi Kepegawaian Jurdah‘S\stemInformKepegawamn sistem
yang digunakan
00 [ 01| 01205 | 05 [Monioring, Evaluas dan Peniaian Kinerja Pegawai Dokumevnhasﬂpelglfsana.anMombrmg,‘ dokumen
Evaluasi, dan Peniaian Kinerja Pegawai
' ! Jumiah pegawai pensiun yang diasiiasi '
01 [ 01| 01205 | 06 [Pemuangan Pegawaiyang Pensiun N d—— pegawai
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan e pegava g g dan
o | o for | 26| 07 | asg A g engg reksanaan gas yongdesfes | pegaa
§ pemulangannya
o | ot | ot | 205 | 08 [pemniatn uges i JurrifahASNyangdrfasnraswdalam orng
pemndahan tigas
o Lot Lot Laos | oo PendkjikandanPeIaﬁhanPegawaiBerdasarkanTugasdan Junia.hlASNyangdiﬁasil'ﬁasin\engikuﬂ orng
Fungsi pendidikan dan pelathan formal
01 { 01 ] 01 205 | 10 [Sosialsast Peratran Perundang-Undangan e A3 yargmengot iz orang
peraturan perundang undangan
ot Lot Lot Lags | 1 Bm:gzl:]Tekn\sInplemenhﬁPeraMranPerundang- iukr;iizhASNyangmeng|kuub\mbmgan orng ) 015 ) 036 ) 250 ) 7% 8 895%
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ndikator Data Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah) | Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Satuan Capalan = L = L = Lt — il Rens.tra.
Kegiatan pada Tahun Capaian Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
0f {01 | 0f | 206 |  |Adnistas UnumPerengatDeereh Calipan ereanainstas % 100 106993 | 100 1076653 | 100 1087419 100 1098293 100 4328358
umum perangkat daerah
) - Junlah komponen inialasi st/
U | of | of |26 | of PrEsmOmO SAAAE n gnarryrg | e 0 1| 1w nt| 1 ni| 1 nes| @ 129614
angunan Kanor -
disediakan
ot | o1 | ot | 206 | 2 [PenedomPocn o Pty [P g 0 mgs| v ws| v ws| v ] 730867
kanbr yang disediakan
011 01| 01 [206| 3 [Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jum\ah'per‘a\atanrumahtanggakanmr Jenis
yang disediakan
00 | ot | ot | 206 | 4 [rnyedeen e Logskany o pyede arn g | 15 ne| 15 BU| BI| 15 75| @ 101458
Kkanior dalam 1 (sat) tghun
Jumiah bulan penyediaan barang
01 | 01 | 01 | 206 | 5 |Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan cetakan dan penggendaan dalam 1 Jenis 3 1454 3 1467191 3 14826 3 ol 1 59.012
(salu) tahun
) Juniah bulan penyediaan bahan
00 | of | or | ot | op [Peeden et Bacandntaicn PNty i o s perntngen | Jeis 3 ws0| 3 55| 3 wmst| 3 05| 1 o
undangan
dalam 1 (sa) hun
Juriah bulan penyediaan
011 01| 01 {206 7 [Penyediaan Bahan/Materia bahan/material kebubihan perkantoran | Jenis 3 3099 3 4039 3 40803 3 Hml n 162.414
dalam 1 (sal) hun
011 01|01 [206| 8 |FasliasiKunungan Tamu Jurmiah kunjungan tamy yang diasliasi | Jenis 3 50000 3 5050 3 51006 3 55151 1 203.020
00 | ot | 01 | 206 | 00 [Peyeeragua Rt o n Kvssspp [ TR oGl | 16 snos| 16 se0s| 17 5003|167 515163 |  ces 200211
SKPD yang diselenggarakan/dikui
I Juniah arsip dinanis SKPD yang Y
01 [ 01| 01206 | 10 [Penatausahaan Arsp Dinamis pada SKPD o eratushen %
' ! . Cakupan penyelenggaraan dukung
U | 0f | of |26 | 11 [porsnreoseanSenreTa i oot | Al 1 500 1 155 1 5| 1 17| 4 07,549
lektonk pada SKPD ) .
berbasis elektonik pada SKPD
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indiator Data Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Program/Kegiatan/Sub | Satuan 5L —— i — i — i — i Rens'tra.
Nesiatan pada Tahun Capaian Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
: Awal | Target Ro Target Ro Target Ro Target Ro Target Ro
o Lot Lor Lo PengaqaanBaranngkDaerahPenumangUrusan Persenmsekebrsedmansaranaltlianl 158,28 16838 1804 %8 0%
Pemerinzh Daerah nrasarana aparair dalam kondis balk
o Lot o Lo Lot PgngadaanKendaraanPeroranganDlnasahuKendaraan e bt yrg D it
Dinas Jabatan
01| 0 | 01| 207 | 02 [PengadaanKendaraan Dias Operasinal aau Lapangen JuMahvkendaraandmasloperasmnal unit
yang diadakan
O] 01 01 ) 207 | 3 |Pengadaan At Beser [urlh aat besar yang diedeken unt
01 ] 01| 01 | 207 | 4 |Pengadaan AatAnghuan DaratTak Bermotr |uniahA|atAngkgtanDaratTak unit
Bermobor yang diadakan
00| 08 01| 207 | 5 [Pengadaan Mebe Jurah meuheleur yang dadatn unit
0| 0 | ot | 207 |  [potenpescantanbisn i i 4 | B, | R Bt
O {01 | 01 ] 207 | 7 [Pengadaan AsetTeiap Lannya Jgniahasetbtaprnnyayang unit
dadalan
o | of | of | 20| 8 eenisiracemis ISR |
diadakan
01 01| 01| 207 | 09 |Pengadaan Gedung Kantor sty Bangunan Lainnya Luasbangupangedungkgnbratau unit
hangunan linnya yang dladakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kanbr aau e s i s ol
00| on | of | 20r | fo [ d Ketor al bangunan annya yang unit
Bangunan Lainya .
diadakan
] 0660 7 1076660 7 1087465
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendulung Gedun st it
o | of | ot faor | ot ‘ il pendukung gedungkent ey uni
Kantor atau Bangunan Lainnya ‘ '
hangunan lainnya yang diadaken
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Indikator Data Target Kinerja dan ka Pend: Program/k (dalam ribuan Rupiah) Kondisi Kinerja pada akhir periode
. 7 ey ety s Capaian 2021 2022 2023 2024 Renstra
Kode Program/ Program/ Satuan e — — —— — —
Kegiatan pada Tahun Capaian Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
g Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
01 | 01 | 01 | 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .Iuniah dximsden Penunlapg Qrusan Jenis 4 506.244 511.307 516.420 521.584 4.615.364
Pemerintah Daerah yang disediakan
Jumlah penyedia jasa surat menyurat
01 01 01 | 2.08 1 |Penyediaan Jasa SuratMenyurat ang disediakan 0B 0 16.800 2 16.968 2 17138 12 17.309 68.215
. L . .. |Jumlah bulan yang disediakan jasa
01 01 01 | 208 | 02 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik komunkesi airdan lisrk perkanioran bulan 0 203.724 0 205.762 I 207.819 I 209.897 827.203
| Jumlah penyedia jasa peralatan dan
01 | 01 | 01 | 208 | 03 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor setlenglapan kanbor yang disedkan 0B
. Jumiah penyedia jasa pelayanan umum
01 | 01 [ 01 | 208 | 4 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor kenior yang disedinkan 0B 24 285.720 34 288577 34 291463 34 294.378 1.160.138
o1 | o1 | o1 | 200 Pemehharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Jym?lh barang milik daerah yang Unit 430.640 434,946 439.29 443,689 1.748.570
Pemerintahan Daerah dipelhara
10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Jl;mih k:;darazr.\ perzr:r:gan dnas
01 01 01 | 209 | 01 |PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas aau kendaraan dinas jabaan yang unit 184.811 186.659 188.526 190411 750.406
disediakan jasa pemeliharaan, biaya
Jabatan " 8
pemeliharaan, dan pajak kendaraan
10 10 10 10
Jumiah kendaraan dinas operasional
01 01 o1 | 200 | 02 Penyed@gn Jasa Pemllharfaan, Biaya ?emehharaan‘ Pajak, [atau lapangan yang disediakan jasa Unit
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan biaya
pajak dan perizinan
01 01 o1 | 209 | 03 gen.yed\aan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan .Junia|.1 alat besar yang dlsedlaka.n it
erizinan Alat Besar y dan perizinan
" . " Jumlah angkutan darat tak bermotor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelinaraan dan B .
o o 01 ] 209 | 04 Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang fi\sed\akan;a sa/l?lgya unit
pemeliharaan dan perizinan
o1 o1 01 209 5 |Pemelinaraan Mebel Jun'lah unifsetmebeleur yang dilakukan unitiset
pemelharaan
01 | 01 | 01 | 209 | 6 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dumiah peralafan dan mesin ainnya unitiset 14.982 15.132 15.283 15.436 60.833
yang dilakukan 35
" . Jumlah aset etap lainnya yang .
01 [ 01 | 01 | 209 | 7 |Pemeliharaan AsetTetap Lainnya diakukan pemelivaraan unit
01 ] 01 | 01 | 209 | 8 [Pemeiharaan AsetTak Berwujud Jt.m'lah fons asalk berwujud yang jenis
dilakukan pemeliharaan
" - Luas bangunan gedung kantor dan
01 | 01 | ot | 209 | oy |PsmevresnReries Gecng ankr G BEIOUNEN gy simyayang iakian m2 196.178 198.140 200121 202123 796.562
lihs /rehabilitasi
pemelaraanenzblad 348,62 348.62 348.62 3862
" L | Jumiah sarana dan prasarana gedung
01 01 o1 | 200 | 10 Pemehharaan/Rehab\Inasw‘Sarana dan Prasarana Gedung kantor atu bangunan lainnya yang it 34,669 35015 35,366 35719 140,769
Kantor atau Bangunan Lainnya " o e
dilakukan pemelharan/rehabilasi
25 25 25 25
Jumiah sarana dan prasarana
01 o1 o1 | 200 | 11 Pemeliharaan/Rehabiltasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau it
) Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya bangunan lainnya yang dilakukan
pemeliharaan/direhabiltasi
01 | 01 | 01 | 209 | 12 [Pemelharaan/Rehabiliasi Tanah Luas ?nah ¥an di\aﬁukﬁn
pemeliharaan/ rehabiltasi

\
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ndikator Data Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Satuan Lok — gut — e — o — e Rens.t 1 -
e pada Tahun Capaian Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tingkat Capaian Target
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN )
01| 01|02 EVALUAS! PENBANGUNAN DAERAH Perencalnaan,pengendalmndan % 5 100 622126 | 100 715012 | 100 790.795 | 100 877781 100 3.005.890
evaluasi pembangunan daerah
01 | 01|02 | 201 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 379.785 436,753 502.266 577.606 1.896.409
vl Kondi Daerah P R Jumlah pelaksanaan analisis kondisi
01 | 0f | G2 | 201 | of [ s ool PO SRS, pmesoon dniu st Kegaten 4800 5520 6348 7300
emoangunan Baerd pembangunan daereh 2 2 2 2 2968
Jumiah dokumen perencanaan
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan pembangunan yang dintegraskan
Ot jor oz 0 Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebiakan Lainnya |dengan dokumen perencanaan Dokumen 149301 1716% 197451 227.068
pembangunan daerah 4 4 4 4 745.516
0| 01 | 02| 201 | 3 [PesksmemnKonsespusk reh vtk rg Kegi B0 20485 31608 B9
1 elaksanaan Konsullasi Publi dlaksenlan egiatan 1 } 1 . 1 | 1 ; 1938
Jumiah SKPD yang dikoordinasikan
01 ] 0102|201 | 04 [KoordinasiPelaksanaan Forum SKPDILintas SKPD dalam pelaksanaan Forum SKPDILins |~ SKPD 19.998 22997 %447 30414
SKPD 35 35 35 35 99.856
Jumiah musrenbang kabupaten/kota .
0101 (02201 | 5 |Pelaksanaan Musrenbang KabupakenKota \ang dsaraan Kegiatan 1 291 1 25274 1 29065 1 33424 100739
01 01 [ 02| 201 | 06 [Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatzn Jumah kecamatan yang dkoordinaskan | Kecamatan 26,045 29.952 34445 39612
dalam pelaksanaan musrenbang 2 n 2 2 130.054
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Jumiah pelaksanaan dokumen
o for| o220 Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota perencanaan pebangunan yang Dokumen 133764 163828 176303 23438
dikoordinaskan 2 2 2 2 667.934
o Lot a2 | 2 AflahslsDaradanlnfonnas:PemenntahanDaerah 189,622 17,633 218,909 219997 846,238
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Jumlah analisis data dan informasi .
ooy o Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan dasrah kel 2 e 2 1000 2 110000 2 000 373160
' ! Jumiah SKPD yang diiakukan
01 | 0f | 02 | a0n | gp e P e an s pentian denperenen e an | SKPD 116468 11763 11809 19997
g Informasi Perencanaan Pembangunan 57 57 57 57 473.078
Penyusunan Profl Pembangunan Daerah
0101 (02|202(03 Kabupaknon
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Indikator Data Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Satuan G — 20 — 2022 — 20 — 20 Rens‘tra.
Kegiatan pada Tahun Capaian Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
. Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
o | ot | o2 | 208 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 52719 60.626 69.720 80.178 263.283
Perencanaan Pembangunan Daerah
o | ot | o2 | 203 | ot EoorLd\naaPengendallanvi"erlencanaendanPelaksanaan
F Daerah di
01 ] 01 ] 02| 203 | 2 [Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Dagrah
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala
01 01 [ 0220303 Peaksanazn Penbangunan Daerah Jumiah dokumen hasi evaluasiberkala | Dokumen 5 52.119 5 60.626 5 69.720 5 80178 263.243
pelaksanaan pembangunan daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI Tingkat Capaian target pelaksanaan
ool p e LB e I % 8 100 611568 100 703303 100 808799 | 100 930119 100 3053790
perencanaan pembangunan daerah
- . 9 Jumiah Perangkat Daerah Bidang Perangkat
0f | of |03 |20 |  |KoorinasiPerencanaan Bigang Pemeritahan dan J ot oncon Pembangunan . 3 we| & 58| & s B sn| m 1418.064
Pembangunan Manusia . ) o daerah
Manusia yang dilakukan Koordinasi
perencanaan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan i perangfa aereh dbideng
o o pemerintahan yang dikoordinasikan Perangkat
01 [ 01 ] 03201 (01 ;?PJMM R}?:;rahB\dang. (RPUPD, el Penyusunan Dolumen daerah 29 4407 29 50,681 29 58.283 29 67.026 116 220.061
an ) Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah perangkat daerah dibidang
Asistensi Peny Dokumen P pemerintahan yang diasistensidalam | Perangkat
O | 01} 03 ) 201 1 02 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan penyusunan dokumen perencanaan daerah » 8659 » 958 » 11451 5 13169 116 8n7
pembangunan daerah
Jumlah perangkat daerah dibidang
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen |pemerintahan yang dilakukan monioring Peranckat
01 ] 01 ] 03| 201 [ 03 [Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang dan evaluasi dalam penyusuan g 29 7665 29 8815 29 10137 29 11.658 116 38274
Pemerinahan dokumen perencanaan perbangunan | d2erah
daerah
Jumlah perangkat daerah bidang
ot Lot | os |20 | o4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pemerintahan yang dikoordinaskan Perangkat
’ Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan ~ |dalam Perencanaan Pembangunan daerah
Daerah
Jumlah perangkat daerah dibidang
jinasi Peny Dokumen P pembangunan Manusia yang Peranckat
01 [ 01| 03| 201 | 05 [Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dalam Peny 8 14 98.084 14 112,797 14 120717 14 149.174 56 489.772
(RPJPD, RPIMD dan RKPD) Dokumen Perencanaan Perbangunan | daerah
Daerah
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Indikator Data Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Satuan G — 2z — 202 — 22 — 202 Rens‘tra‘
ety pada Tahun Capaian Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Juriah perangkat daerah dibidang Perangkat
011 01| 03 | 201 | 06 |Pembangunan PerangkatDaerah Bidang Pembangunan  [pembangunan manusia yang diasistensi 14 112680 14 129582 14 149.020 14 171373 56 562,655
Manusia dalam penyusunan dokumen daerah
perencanaan pembangunan daerah
Jumiah perangkat daerah dibidang
Pelaksanaan Monfloring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen [pembangunan manusia yang diakukan Perangkat
01| 01 | 03 | 201 | 07 |Perencanaan Pembangunan PerangkatDaerah Bidang  [moniboring dan evaluasi dalam 14 12830 14 14755 14 16.968 14 19513 56 64.065
Pembangunan Manusia penyusuan dokumen perencanaan daerah
pembangunan daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi furiah perangkatdagrah bing "
011 01 ] 03 | 201 | 08 |Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan plembarjgunanmanuaayang Perangiat
Manusia dikoordinasikan dalam Perencanaan daerah
Pembangunan Daerah
o | ot o3| 202 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Jurlah peranghatdaerzh bideng Perangkat 8 130487 8 150,060 s 172,569 s 198,450 2 651,568
SDA (Sumber Daya Alam) nerekonomian dan SDA yang diekuken | daerah
koordinasi perencanaan
01 | 01 | 03 | 200 | o |frones Penyusinn Dkumen Peencaan Lo perangadachdtng | Perenetat 6 00| 6 50| 6 3 M| 29669
Pembangunan Dagrah Bidang Perekonoman (RKPD) | pevekonomian yang dkoordinaskan daerah
dalam Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumiah perangkat daerah dibidang
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan perekonomian yang diasistensi dalam | Perangkat
01101 ]03]202(02 Pembanguran Perangkat Dastah Bidang Perel oeny dolumeny daerah 6 8429 6 9693 6 1447 6 12819 24 42.088
pembangunan daerah
Jumiah perangkat daerah dibidang
Pelaksanaan Monioring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen [perekonomian yang diakukan Perangkat
011 01 ] 03 [ 202 | 03 |Perencanaan Pembangunan Perangkat Dagrah Bidang ing dan evaluasi dalam 6 20030 6 23035 6 26490 6 30463 2% 100.017
Perekonomian penyusuan dokumen perencanaan daerah
pembangunan daerah
Juriah perangkat daerah bidang
ot Lot | ol 20| os Koordinasi Pelaksanaan Sinergtas dan Harmonisasi perekonomian yang dkoordinaskan | Perangkat
' Perencanaan Pembangunan Dagrah Bidang Perekonomian (dalam Perencanaan Pembangunan daerah
Daerah
. - Jumiah perangkat daerah dibidang SDA
Koordinas Peny pokunen. yang dikoordinasikan dalam Perangkat
01101 ] 03 | 202 | 05 |Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPIMD dan Penyusuren Doluen Perencanaan | iaerah 2 2399 2 21593 2 31732 2 36492 8 119.810
RKPD) Pembangunan Dagrah
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Indikator Data Target Kinerja dan gka Pend Program/k (dalam ribuan Rupiah) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Program/Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/Sub Satuan G —— 2021 — 2022 — 208 — 2024 Rens.t < -
Kegiatan pada Tahun Capaian Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
8 Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jumiah perangkat daerah dibidang SDA
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan yang diasistensi dalam penyusunan Perangkat
o o 03 | 202 | 06 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dokumen perencanaan pembangunan daerah 2 7958 2 9182 2 10524 2 12103 8 39.737
daerah
- ) Jumlah perangkat daerah dibidang SDA
. ) L Perangkat
01 [ 01 | 03 | 202 | o [Fesksnaan lonorsdanEvaes Pryusnen DO | nanus yangcuian miringdn | %" 2 00| 2 B[ 2 %6551| 2 03| 8 100,248
erencanaan Pertbangunan Perangkat Daereh Bdang SDA | o) - gciam penyusuan dokumen daerah
p b daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Jum\ah.peran.gka.tdaerah bidang SDA Perangkat
oo 03 | 202 | 08 Perencanaan Pembangunan Dagrah Bidang SDA yang dkoordinasikan dalam d h
9 9 Perencanaan Pembangunan Daerah aera
Koordinasi F i d: i Perangkat
o1 |01 | 03 | 203 r Bidang danunah erangatdoerah dang g 6 197.008| 6 2665 | 6 26065| 6 299753 | 24 984,157
Kewilayahan Infrastrukiur dan Kewilayahan yang daerah
dilakukan koordinasi perencanaan
P Doluren P Jumich perangat daerah dic Perangkat
01| 01| 03 | 203 | 01 |Pembangunan Daeran Bidang Infastuktr (RPUPD, RPJMD [ Perangiatcacrah cbang 3 7000 3 80524 | 3 92602 3 106492| 12 349,638
dan RKPD) yang daerah
dalam Penyusunan Dokumen
P F Daerah
ot ot los|20] 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah perangkat daerah dbidang Perangkat 3 10001 3 150 3 13227 3 15211 12 19041
’ Pembangunan Perangkat Dagrah Bidang yang diasisensi datam daerah ’ ’ ‘ ’ i
penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen | Jumiah perangkat daerah dibidang Perangkat
01 | 01| 03 | 203 | 03 [Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang |Infrastukur manusia yang dilakukan 3 20.010 3 23012 3 26.464 3 30433 12 99.919
o ) daerah
Infrastrukiur monitoring dan evaluasi dalam
penyusuan dokumen perencanaan
daerah
. - . Jumiah perangkat daerah bidang Perangkat
01 ] 01| 03 [ 203 04 Koordasi Peaksanaan Smergz?:ha gi::r:nnmsay Infastrukiur yang dikoordinasikan dalam d gh
’ ' 9 Perencanaan Pembangunan Daerah aera
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan . Perangkat
01 | 01| 03|203] 05| Dagrah Bidang Kewlayahen (RPUPD,  |/umah perangkat daereh dbidang 3 70013 3 80515 3 92503 3 106482 12 349,603
RPIMD dan RKPD) kewilayahan yang dikoordinasikan daerah
dalam Penyusunan Dokumen
P Pemb Daerah
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Indikator Data Target Kinerja dan ka Pend Program/k (dalam ribuan Rupiah) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Satuan CELEIEm — 221 — 202 —— 2028 — 2024 Rens.tm —
Kegiatan pada Tahun Capaian Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
- i P kat
01 | 01 | 03 | 203 | op [AsisEnsi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumieh perangkat dzerch dbidang erangkal 3 7002 3 8052 3 9.260 3 10,649 12 34,962
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewiayahan Kewilayahan yang diasistensi dalam daerah
penyusunan dokumen perencanaan
daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jumlah perangkat daerah dibidang Perangkat
01 [ 01 [ 03 203 | 07 [Peny Dokumen F P i manusia yang dilakukan daerah 3 20.045 3 23.052 3 26510 3 30486 12 100.093
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan monitoring dan evaluasi dalam aera
penyusuan dokumen perencanaan
daerah
. — Jumlah perangkat daerah bidang
F Sinergitas dan p o o
01 [ 01 | 03 [ 203 | 08 [Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kewiayahan yang dkoordnaskan Perangkat
y " dalam Perencanaan Pembangunan daerah
Bidang Kewilayahan
Daerah
05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
05 | 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
812.854,30 975.425,16 1.170.510,19 1.308.612,23 4.267.402
TP Rekomenda
05 (01 | 02 :l:g::ﬂm PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Hasil Kelitbangan Utama si 2 812.854 2 975.425 2 1.170.510 2 1.308.612 8 4.267.402
Penelitian dan Pengembangan Bidang ::;"’Z;';“b:"mi :’:s':z:z tahan
05 | 01 | 02 | 201 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian ¥ gg.. Penelitian 3 593.733 3 712.480 3 854.976 3 929.971 12 3.091.160
Pe dan Pengkajian Peraturan yang
raturan !
telah tersedia
Fasiltasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelifian dan ‘Ij’ueT:I;a:e?ak:é:‘::lg:)r;rsv:rl\u;isdlan
05 | 01 | 02| 201 01 |r Bidang Peny oembangan ¢S | penelitian
. Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Otonomi Daerah o
yang difasiliasi
- . » Jumiah Pelaksanaan dan Evaluasi
05 | 01 | 02 | 201 | op |Fesliesi Pelaksanzan dan EvaluasiPenelian dan Peneltan dan Pengenbangan Bdang | Penelitian 1 13798 1 256558 | 1 27869 1 73443 4 971668
Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum . o
Pemerintahan Umum yang difasilitasi
Fasiltasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelifian dan ;";T;;;e?ak:a;::lﬁg:‘l:rl]u;z:an
05 | 01 | 02 | 201 | 03 |Pengembangan Bidang Kelembagaan dan SeThangan a9 | penelitian 1 146400 1 175680 | 1 210816 | 1 252979 4 785.875
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Ketatalaksanaan y .
yang difasiliasi
Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
Fasiltasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitan dan Penelifan dan Pengembangan Bidang .
05| o 02 | 201 04 Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi  |Aparatur dan Reformasi Birokrasi yang Penelitian 1 175.000 1 210000 1 252000 1 302400 4 939.400
difasilitasi
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Indikator Data Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Satuan (Gp — 201 — a2 — 23 — 202 Rens.tra.
Kegiatan pada Tahun Capaian Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Faslltasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelifan dan ;iT;:;efak:aPZalm:V;ugzan
05 [ 01| 02 | 201 | 05 |Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset gemoang 9 | penelitian
o Keuangan dan Aset Daerah yang
Daerah, Reformasi Birokrasi o
difasiitasi
Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
Fasiitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelian dan Penelian dan Pengembangan Bidang
05 | 01| 02 | 201 | 06 |Pengembangan Bidang Keteriban dan Ketentaman Umum  |Ketertban dan Ketentaman Umumdan | Penelitian
dan Perlindungan Masyarakat Periindungan Masyarakat yang
difsiitasi
Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
Fasiitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Peneliian dan Penelfian dan Pengembangan Bidang -
0| 0102|200 Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa Penataan Kelembagaan Desa yang Penelitian
difsiltasi
Fasiitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Peneltian dan J”"'ap Pellsanzan dan Evalua§i "
05010220108 Pencenbanaan Bdana Ketiakkanaan Desa Penelitan dan Pengembangan Bidang | Penelitian
9 ¢ 9 Ketatalaksanaan Desa yang difasiltasi
A Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
05 [ 01 ] 02201 09 E:\m:;:i)::\zk:ag;j::dzaEr:z\:J%s;:aeneImandan Penelfian dan Pengembangan Bidang | Penelitian
4 g 9 Aparatur Desa yang difasiltasi
Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
Fasiltasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelifan dan Penelfian dan Pengembangan Bidang -
05 ] 0] 02201 10 Pengembangan Bidang Keuangan dan AsetDesa Keuangan dan Aset Desa yang Penelitian
difasiltasi
Fasiitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Peneltian dan Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi
05 01| 02 | 201 | 11 |Pengembangan Bidang Badan Usaha Milk Penelfian dan Pengembangan Bidang | Penelitian
Desa Badan Usaha Millk Desa yang difasiltasi
05 | 01 | 02 | 201 | 12 [Pengeeen a KeitangendenPeatran ;g:‘;zg:‘ziﬁ'ﬁj"ga"“"pe’a"”a” Bulan 1 85%| 1 n2m| 1 M| n o011e| 4 314217
Perumusan Rekomendasi Afas Rencana Penefapan ;L;T:E Z:k;rnz:ﬁ g::‘tr;zgz Rekomenda
05 [ 01| 02 | 201 | 13 |Peraturan Baru dan/atau Evaluasi erhadap Pelaksanaan v ) 3 80.000 3 80.000
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan si
Peraturan
Peraturan
ot oo laon| 14 FasmtaswdanﬂEvaIuamPe\aksanaanKeglatanDan Jun‘lah[aporanhasw\fasﬂﬁaadan Penelitian
dan Pengkajian Peraturan evaluasi
Fasiitasi Pemberian Rekomendasi Penelifian bagi Warga
05 [ 01| 02 | 201 | 15 |NegaraAsing uniuk Dierbikannya Izin Penelitan oleh Jumiah rekomendasi yang diberikan | Penelitian
Instansi yang Berwenang
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Indikator Data Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Satuan Capaian — it — Cn — s — L Rens.tra.
Kesiatan pada Tahun Capaian Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
: Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
» . : Jumlah Litbang di Bidang Sosial
05 |01 | 02 | 202 Peneltan dan Pengembangan Bidang Sosa dan 1 enencuduan yang telah 3 o3%61| 3 10483 3 257%9| 3 150959 | 12 468.952
Kependudukan .
tersedia
05| 01 ] 02 | 202 | 01 |Peneltan dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial ~ |Jumiah penelian dan pengembangan |  Inovasi
oot ol e PenelmapdanPengenbanganPerrberdayaanPererrpuan e peneliandan pengambengan | Inovasi
dan Perindungan Anak
05| 01 ] 02 | 202 | 03 [Penelitan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan {Jumlah peneliian dan pengembangan |  Inovasi
05| 01 ] 02 | 202 | 04 |Peneltan dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga ~|Jumiah penelian dan pengembangan |  Inovasi
05| 01 ] 02| 202 | 5 |Peneltan dan Pengembangan Pariwisala Jurlah penelfan dan pengembangan |  Inovasi 1 87.361 1 104833 1 125.799 1 150959 4 468.952
05 | 0102|202 | 6 |[Peneltandan Pengembangan Kesehatan Jumiah penelan dan pengembangan |  Inovasi
05|01 ]02(202]¢07 Pereitan dan Pengembangan Pengendalan Pendudu dan Jumiah penelian dan pengembangan |  Inovasi
Keluarga Berencana
05 | 01]02(202]08 PenelmandanPepgerrbanganAdmmstraslKependudukan Jumiah penelffan dan pengembangan |  Inovasi
dan Pencatatan Sipi
05 0102|202 9 |Peneltan dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah penelfan dan pengembangan | - Inovasi
05| 01 ] 02 | 202 | 10 |Peneltan dan Pengembangan Parfsipasi Masyarakat Jurlah penelfan dan pengembangan | - Inovasi
05 | 0102|202 | 11 [Peneltan dan Pengembangan Transmigrasi Jumiah penelfan dan pengembangan |  Inovasi
» . . Jumlah Litbang di Bidang Ekonomi
05 | o1 | o2 | 203 |  [Penenden Pengembangan Bideng Elonomidan | poroniunan yangteth | Inovas 89| 1 06797 1 m57| 1 153788 4 471,740
Pembangunan iy
tersedia
1
05 | 01]02(203]|01 aeer:lzl::;:ianPengerrbanganKoperasLUsahaKechan Jumiah penelan dan pengembangan |  Inovasi
oot o220 Een)elmandanPengenbanganPenndusmandan e peneliandan pengembengan | Inovasi
051 01 ] 02| 203 | 03 |Peneltan dan Pengembangan Badan Usaha Miik Daerah  [Jumlah penelifan dan pengembangan |  Inovasi
050102203/ 04 §:::Lm:ndanPengenbanganPemnlan,Perkebunandan Jumiah penelian dan pengembangan |  Inovasi
05 | 01| 02 | 203 | 05 [Peneltan dan Pengembangan Kelauan dan Perikanan  [Jumlah penelfan dan pengembangan |  Inovasi

VI-33




Indikator Data Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Program/Kegiatan/Sub Satuan Capaian — il = LU = s — h Rens.tra‘
Keiatan pada Tahun Capaian Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
. Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
05 (01]02(203]06 hP;:::ZrndanPengenbanganEnerg|danSunberdaya Jumiah peneifian dan pengembangan | Inovasi
05| 01 [ 02 |203| 7 [PeneltiandanPengembangan Lingkungan Hidup Dokumen hasi penelan Inovasi
051 01 02203 | 8 |Peneltandan Pengembangan Kehutanan Jumlah penelfan dan pengembangan |  Inovasi
05| 01|02 {203| 9 |Peneltan danPengembangan Pekeriaan Umum Jumiah penelfan dan pengembangan | - Inovasi
05| 01 | 02 | 203 | 10 |Peneltan dan Pengembangan Perhubungan Jumlah penelifan dan pengembangan | - Inovasi
ool oo lam! n PenelmandanPepgenbanganPerumahandan urehponfn dan pengerbangan | Inovasi
Kawasan Permukiman
05 | 0| 02 | 209 | g [ PR RSENRUEE i gt | novasi 9 weB| 9 106797 9 8157 9 1578| 3% 770
ool ol s PenelmqndanPengenbanganKonumkasMan urah ponln dan pengerbangan | Inovasi
Informatka
Jumlah jenis inovasi dan teknologi
05 01 | 02 | 204 Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang telah dikembangkan oleh Inovasi 5 42.763 5 51.315 5 61.578 5 738%( 22 229.550
daerah
05 | ot | 0o | 204 | o [FErellen Pegentengn dinPrtayasien SBEAIG oo i pengentangen | Inovasi Q18 51315 1578 neu| 3% 29550
Teknologi dan Inovasi 9 9 9 9
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replkasi i
05 | 01| 02 | 204 | 02 (daninvensidiBidang Diusilnovasi dan Pengrapan .Igrdah|novas\yangd\upoobadan Inovasi
) diterapkan
Teknologi
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan — - .
05| 01| 02 ) 204 ) 03 Pemerintahan Daerah Yang Bersfat Inovaif Jumeh novas yang s Inovas
05 01| 02 | 204 | 4 |[Sosilsasidan Diseminasi Hasi-Hasi Kelibangan Jumiah pesertz sosilisasi desiminasi | Orang
05 [ 0102|204 | 5 [FaslitasiHak Kekayaan Inelekisal Jumlah permohonan yang diasiiasi | Penelitian
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Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada
kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja
pada setiap tingkatan. Menyempurnakan rincian program dan kegiatan
sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, digambarkan arsitektur kinerja
dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut.

Gambar 6.1.

Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

ra

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan
sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat
daerah (eselon Il) . Sedangkan pencapaian outcome suatu program
menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon ll).
Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab
kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksanan
bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan

proses).
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja Perangkat Daerah
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada
setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap
jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan
oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan
yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar
pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan

akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan
dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau
melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap
pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan
berfungsi (ex post).Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
dan Litbang Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dalam lima
tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan
umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi
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No

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah sebagai

perencana  sekaligus coordinator penyelenggaraan pembangunan

daerah.

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Luwu. Keselarasan ini terletak pada tujuan pertama yaitu terwujudnya

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan
Litbang Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator dan Target Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2021 - 2024 yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Target Kondisi
Indikator Kinerja Kinerja
RPJMD Awal 2020 2021 2022 2023 2024 Akhir
Renstra Renstra
Indeks
_ CcC CcC B B B
Reformasi N.A C (44,62)
] _ (50,78) (57,35) (61,91) (68,99) (68,99)
Birokrasi
Nilai ~SAKIP CC B B BB BB BB
B (60,04)
Kabupaten (51,09) (64,76) (69,51) (72,02) (78,80) (78,80)

Disamping indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran
RPJMD, peraturan perundangan juga mengharuskan setiap perangkat
daerah mengakomodir indikator yang tercantum dalam peraturan
perundangan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah maupun

indikator mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dan
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target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah

sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut

No

Tabel 7.2

Indikator Kinerja

Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu

yang Mengacu Kepada Peraturan Perundang-Undangan
(Permendagri 86/2017)

Indikator

Tersedianya
dokumen
perencanaan
RPJPD vyang telah
ditetapkan dengan
PERDA
Tersedianya
dokumen
Perencanaan :
RPJMD yang telah
ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA
Tersedianya
dokumen
perencanaan :
RKPD vyang telah
ditetapkan dengan

PERKADA
Tersedianya
dokumen RTRW
yang telah

ditetapkan dengan
PERDA
Penjabaran
konsistensi
program RPJIJMD
kedalam RKPD
Penjabaran
Konsistensi
Program RKPD
kedalam APBD
Kesesuaian
Rencana

Kondisi
Kinerja
Awal
Renstra
(2019)

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100

Capaian

2020

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100

Rencana
Capaian

2021

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100

2022

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100

Target

2023

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100

2024

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100

Kondisi
Kinerja
Akhir
Renstra
(2024)

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100
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Kondisi Rencana Kondisi

Kinerja Gyl Capaian ULl Kinerja
No Indikator Awal Akhir
Renstra 2020 2021 2022 2023 2024 Renstra
(2019) (2024)
Pembangunan
dengan RTRW
Persentase
implementasi
8 rencana 100 100 100 100 100 @100 100
kelitbangan
Persentase
9 | pemanfaatan hasil 100 100 100 100 100 @100 100
kelitbangan
10 ' Penerapan SIDa 100 100 100 100 100 @100 100
Persentase
perangkat daerah
11  yang difasilitasi 100 100 100 100 100 @100 100
dalam  penerapan
inovasi daerah
Persentase
1p kebiakan  inovasi 4, 100 100 | 100 100 100 100

yang diterapkan
didaerah
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BAB VIII
PENUTUP

Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan
Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan

8.1. Kesimpulan

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Kabupaten Luwu ini disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra ini memuat
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu yang mengacu pada RPJMD
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 untuk mendukung penyelenggarakan

pembangunan daerah Kabupaten Luwu selama lima tahun ke depan.

Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran
dan tujuan bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada pemangku
kepentingan yang ada. Selain itu, Perubahan Renstra ini juga berfungsi sebagai
rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap
tahun melalui Renja-PD dan dipertanggungjawabkan dalam Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Implementasi Perubahan Renstra ini sangat membutuhkan partisipasi,
semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan
dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu. Hal ini akan menentukan keberhasilan
program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini
nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara
substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang
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dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.
Dengan demikian, Perubahan Renstra dapat diimplementasikan dengan baik
sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam

rangka mendukung terwujudnya “good governance”.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Kabupaten Luwu merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja
tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Perubahan Renstra ini maka
telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan

pembangunan daerah dan keberhasilan pencapaian sasaran.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus
mengalami  perubahan, maka perubahan Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan dan Litbang Daerah ini tidak bersifat statis namun senantiasa
dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka
peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuali
dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Badan
Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu sangat
diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Badan Perencanaan Pembangunan dan
Litbang Daerah untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah
beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal
tersebut, perlu adanya harmonisasi antara Badan Perencanaan Pembangunan dan
Litbang Daerah dengan perangkat daerah di Kabupaten Luwu, dengan tujuan
bersama-sama untuk mencapai sasaran RPJMD demi terwujudnya kesejahteraan

masyarakat di Kabupaten Luwu.
8.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024
yang disusun melalui berbagai tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan
awal, konsultasi publik, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, dan

diakhiri dengan penetapan. Penetapan Perubahan Renstra dilakukan setelah
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RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daera. Tujuan dari setiap tahapan

perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
sebagaimana yang ditetapkan dalam RPIJMD Kabupaten Luwu.

Setelah rancangan akhir Perubahan Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu dilakukan verifikasi dalam
rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada
kepala daerah guna memperoleh penetapan. Atas dasar itulah, beberapa hal perlu
menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Perubahan  Renstra Badan

Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (impact)
Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
Daerah;

2. Pejabat eselon Il di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
dan Litbang Daerah bertanggungjawab atas pencapaian Kkinerja
program (outcome), sedangkan Pejabat eselon IV dan aparatur lainnya
bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (output);

3. Evaluasi pencapaian sasaran Perubahan Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan dan Litbang Daerah dilakukan sekurang-kurangnya
sekali dalam lima tahun;

4, Pelaksanaan Perubahan Renstra dilakukan melalui Renja setiap tahun
dan realisasinya melalui DPA setiap tahun.

5. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja dilakukan melalui
pelaksanaan DPA setiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk
menyusun SAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk
mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan
Perubahan Renstra dalam mencapai sasaran Perubahan Renstra.

6. Apabila diperlukan perbaikan atau revisi Perubahan Renstra pasca
pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, kegiatan untuk melakukan
revisi tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau

dilakukan revisi Perubahan Renstra jika pada kesempatan yang sama
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dilakukan revisi, RPJMD oleh alasan yang dibenarkan menurut

peraturan perundang-undangan.
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